
CASCADING DAERAH : DINAS KESEHATAN

MISI Ke-I Kada: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.

2026 2026 2026 2026 2026

1 Indeks 

Pemban

gunan 

Manusia 

(IPM)

73,52-

73,92

1. Indeks 

Pembangun

an Manusia;

2. Prevalensi 

Stunting 

Usia 

Harapan 

Hidup 

(UHH)

73,41 1. Jumlah 

Kematian 

Ibu (Orang)

Jumlah 

Kematian Ibu 

(Orang)

Jumlah perempuan 

yang meninggal 

selama kehamilan, 

melahirkan, dan 

dalam masa nifas 

(42 hari setelah 

melahirkan) 

dengan penyebab 

kematian terkait 

dengan komplikasi 

obstretik atau 

penanganannya 

(tidak termasuk 

kecelakaan atau 

kasus insidentil) 

selama kehamilan, 

melahirkan, dan 

dalam masa nifas 

(42 hari setelah 

melahirkan) tanpa 

memperhitungkan 

lama kehamilan.

2 Program 

Pemenuhan 

Upaya 

Kesehatan 

Perorangan dan 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat

Persentase Ibu 

Hamil Kurang 

Energi Kronis 

(KEK)

Jumlah Ibu Hamil 

Kurang Energi 

Kronis (KEK) / 

jumlah ibu hamil 

yang diukur LILA 

dalam kurun 

waktu 1 tahun x 

100%

Ibu hamil 

dengan risiko 

kurang energi 

kronik (KEK) 

ditandai 

dengan Lila 

<23,5 cm 

(Sumber Buku 

Surveilans Gizi 

Tahun 

2021).ibu hamil 

kek ditemukan 

di layani dan 

mengalami  

12,00% Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

layanan kesehatan 

yang berkualitas 

baik, adil, dan 

terjangkau sesuai 

siklus hidup

Jumlah ibu hamil 

KEK yang 

mendapatkan 

tambahan asupan 

gizi

Jumlah ibu hamil 

KEK yang 

mendapatkan 

tambahan asupan 

gizi

Ibu hamil dengan 

resiko KEK yang 

ditandai dengan 

ukuran Lila <23,5 

cm yang  

mendapatkan 

makanan tambahan 

asupan zat gizi 

diluar makanan 

utama dalam 

bentuk makanan 

tambahan lokal. 

(Sumber Buku 

Surveilans Gizi 

Tahun 2021)

240Orang 2794

2. Jumlah 

Kematian 

Balita 

(Orang)

Jumlah 

Kematian 

Balita (Orang)

Jumlah kematian 

anak berusia 0-4 

tahun (0-59 bulan) 

pada tahun tertentu 

per 1000 anak 

umur yang sama 

pada pertengahan 

tahun yang sama 

24 Persentase ibu 

hamil mengonsumsi 

suplementasi gizi

(Jumlah ibu hamil 

yang mengonsumsi 

suplementasi gizi 

sesuai standar 

minimal 180 tablet 

dalam kurun waktu 

satu tahun di suatu 

wilayah kerja / 

Persentase Ibu 

hamil yang 

mengonsumsi 

suplementasi gizi 

dalam bentuk tablet 

tambah darah atau 

Multiple 

Micronutrient 

75,00%

Jumlah 

Komplikasi 

pada Ibu 

Bersalin

Jumlah ibu 

bersalin yang 

mengalami 

komplikasi pada 

saat proses 

masalah atau 

kondisi 

abnormal yang 

dapat terjadi 

selama proses 

42 Jumlah ibu hamil 

resti yang 

ditemukan dan 

ditangani sesuai 

standar

Jumlah ibu hamil 

resiko tinggi (4T) 

yang ditemukan 

dan ditangani 

sesuai standar

Jumlah ibu hamil 

resiko tinggi 4T 

(Terlalu Muda 

;Terlalu Tua; 

Terlalu Dekat; 

721 Orang

Persentase Ibu 

Hamil Yang 

Mendapatkan 

Skrining 

Preeklampsia

Jumlah ibu hamil 

yang mendapatkan 

skrining 

preeklampsia dalam 

kurun waktu 

tertentu di suatu 

wilayah kerja / 

Jumlah sasaran ibu 

Persentase ibu 

hamil yang 

mendapatkan 

skrining 

preeklampsia dalam 

kurun waktu 

tertentu di suatu 

wilayah kerja.

72%

Jumlah 

Kematian Bayi

Jumlah penduduk 

yang meninggal 

pada umur <1 

tahun pada waktu 

tertentu 

Sumber : 

Jumlah 

penduduk yang 

meninggal pada 

umur <1 tahun 

pada waktu 

tertentu 

Sumber : 

Final_Sosialisas

23 Persentase ibu 

bersalin di fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

(fasyankes)

Jumlah ibu bersalin 

di fasilitas 

kesehatan pada 

kurun waktu 

tertentu di suatu 

wilayah dibagi 

Jumlah sasaran ibu 

bersalin pada kurun 

Persentase ibu 

yang bersalin di 

fasilitas kesehatan 

di suatu wilayah 

pada kurun waktu 

yang tertentu 

sesuai standar 

(sesuai SPM)

100%

21 Cakupan KF 

lengkap sesuai 

standar

Jumlah ibu nifas 

yang mendapatkan 

pelayanan nifas 

secara lengkap 

sesuai ketentuan 

pada kurun waktu 

tertentu di suatu 

wilayah dibagi 

jumlah sasaran ibu 

Persentase ibu 

nifas yang 

mendapatkan 

pelayanan nifas 

minimal 4x secara 

lengkap sesuai 

standar dengan 

ketentuan minimal 

1x pada 6-48 jam 

75%

Jumlah bayi baru 

lahir yang 

mendapatkan 

pelayanan skrining 

PJB (Penyakit 

Jantung Bawaan) 

Kritis

Sumber : 

Jumlah bayi baru 

lahir yang 

mendapatkan 

pelayanan skrining 

PJB Kritis  (Penyakit 

Jantung Bawaan) 

Kritis

Sumber : 

Jumlah bayi baru 

lahir yang 

mendapatkan 

pelayanan skrining 

PJB (Penyakit 

Jantung Bawaan)

Sumber : 

Final_Sosialisasi 

1979 Orang

Jumlah bayi baru 

lahir yang 

mendapatkan  

pelayanan SHK

bayi  baru  lahir  

yang  mendapat  

skrining  hipotiroid 

kongenital pada 

wilayah tertentu 

dan kurun waktu 

tertentu

Jumlah bayi yang 

mendapatkan 

skrining hipotiroid 

kongenital dan 

diperiksa dalam 

kurun waktu 

tertentu 

1979 Orang

Prevalensi 

Stunting

Jumlah anak balita 

pendek dan sangat 

pendek pada waktu 

tertentu dibagi 

dengan jumlah 

anak balita pada 

waktu yang sama 

Stunting 

(pendek/sangat 

pendek) adalah 

kondisi kurang 

gizi kronis yang 

diukur 

berdasarkan 

12,00% Persentase balita 

gizi kurang 

mendapat makanan 

tambahan

(Jumlah balita usia 

6-59 bulan gizi 

kurang dengan atau 

tanpa stunting yang 

mendapatkan 

makanan tambahan 

berbahan pangan 

Persentase balita 

usia 6-59 bulan 

dengan status gizi  

berdasarkan indeks 

BB/PB atau BB/TB 

berada pada Z-score 

>-3  SD s/d <-2 SD 

100% Pengelolaan 

Pelayanan Gizi 

Masyarakat

Terlaksananya 

Pengelolaan

Pelayanan 

Kesehatan          

Gizi Masyarakat

Jumlah 

Dokumen 

Pengelolaan 

Gizi 

Masyarakat

Jumlah Dokumen 

Pengelolaan Gizi 

Masyarakat

Pelayanan Gizi 

Masyarakat adalah 

rangkaian kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi 

perorangan dan 

masyarakat melalui upaya 

pencegahan, peningkatan, 

Dokum

en 
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Persentase balita 

gizi buruk 

mendapat 

tatalaksana

(Jumlah balita usia 

0-59 bulan gizi 

buruk yang 

mendapat tata 

laksana gizi buruk 

sesuai standar 

Persentase balita 

usia 0-59 bulan 

yang memiliki 

tanda klinis gizi 

buruk dan atau 

bayi dengan risiko 

100%

Persentase bayi usia 

kurang dari 6 bulan 

yang mendapat ASI 

Eksklusif

(Jumlah bayi usia 0-

5 bulan yang 

mendapatkan ASI 

Eksklusif 

berdasarkan recall 

Persentase bayi 

usia 0-5 bulan 

yang diberikan ASI 

saja tanpa 

diberikan makanan 

82%

Persentase balita 

dipantau 

pertumbuhan dan 

perkembangan

(Jumlah balita usia 

12 bulan yang 

dipantau 

pertumbuhan dan 

perkembangan + 

Jumlah balita 

berusia 24 bulan 

yang dipantau 

pertumbuhan dan 

perkembangan + 

Jumlah balita 

berusia 36 bulan 

yang dipantau 

Persentase balita 

usia 0-59 bulan 

yang yang dipantau 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

dengan kriteria: • 

Penimbangan berat 

badan sedikitnya 8 

kali dalam satu 

tahun • 

Pengukuran 

panjang badan atau 

tinggi badannya 

65%

Persentase anak 

usia 6-23 bulan 

mendapat MP-ASI 

(Jumlah anak usia 6-

23 bulan yang 

mengonsumsi 

makanan dan 

minuman 

setidaknya 5 dari 8 

jenis kelompok 

makanan pada hari 

Persentase anak 

usia 6-23 bulan 

yang mengonsumsi 

makanan dan 

minuman 

setidaknya 5 dari 8 

jenis kelompok 

makanan pada hari 

80%

Prevalensi Anemia 

pada Wanita Usia 

Subur

Wanita Usia Subur 

dengan kadar Hb 

<11 g/dl / Sasaran 

Wanita Usia Subur) 

x 100%

Wanita Usia Subur 

dengan kadar Hb 

<11 g/dl 

Sumber : 

Final_Sosialisasi 

13,50%

Terwu

judny

a 

penin

gkata

n 

kualit

as 

pemba

nguna

n 

manu

sia 

dan 

pemba

nguna

n 

keluar

ga

Tercapa

inya 

Pening

katan 

Kualita

s 

Sumber 

Daya 

Manusi

a

Terwujudn

ya 

peningkata

n derajat 

kesehatan 

masyarakat 

di 

Kabupaten 

Kepahiang

1. 

Tercapainy

a 

masyarakat 

yang sehat 

dan 

produktif 

sesuai 

siklus 

hidup

Cashcading Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Dokum

en

1Pengelolaan 

upaya 

kesehatan ibu 

dan anak

Terlaksananya                

pengelolaan 

upaya Kesehatan 

Ibu dan Anak

Jumlah 

dokumen 

hasil 

pengelolaan 

upaya 

kesehatan   

ibu dan anak

Jumlah dokumen 

hasil pengelolaan 

upaya kesehatan   

ibu dan anak

Pengelolaan upaya 

Kesehatan Ibu dan anak  

adalah  upaya yang 

dilakukan terkait  

serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk 

memelihara dan 

meningkatkan derajat 

kesehatan ibu dan anak 

Jumlah   Bayi   

Baru   Lahir   yang   

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan Sesuai 

Standar

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bayi baru lahir 

adalah setiap 

kegiatan/rangkaian 

kegiatan pelayanan 

kesehatan sesuai standar  

oleh tenaga kesehatan 

yang diberikan kepada 

bayi baru lahir 0-28 hari  

yang mendapatkan 

pelayanan sesuai standar 

paling sedikit tiga kali 

dengan distribusi waktu 1 

kali pada 6-48 jam, 1 kali 

orang 2611

Jumlah 

Kematian 

Neonatal

Jumlah anak yang 

meninggal dalam 

periode 28 hari 

pertama kehidupan 

pada waktu 

tertentu 

Sumber : 

Final_Sosialisasi 

Indikator Program 

Gizi dan Kesga

Jumlah anak 

yang meninggal 

dalam periode 

28 hari pertama 

kehidupan pada 

waktu tertentu 

Sumber : 

Final_Sosialisas

i Indikator 

Program Gizi 

dan Kesga

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Bayi 

Baru Lahir

Terkelolanya 

Pelayanan 

Kesehatan Bayi 

Baru Lahir Sesuai 

Standar

Jumlah   Bayi   

Baru   Lahir   

yang   

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar

2794Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Bersalin

Terkelolanya 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Bersalin    Sesuai 

Standar

Jumlah Ibu 

Bersalin yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar

Jumlah Ibu 

Bersalin yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan Sesuai 

Standar

Pelayanan Kesehatan Ibu 

bersalin adalah  setiap 

kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar  yang 

dilakukan oleh  tenaga 

kesehatan   yang 

ditujukan pada ibu sejak 

dimulainya persalinan 

hingga 6 (enam) jam 

sesudah melahirkan.

Jenis Belanja untuk jenis 

pelayanan dasar SPM 

kesehatan mengikuti 

orang

Pelayanan Kesehatan Ibu 

Hamil adalah setiap 

kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh tenaga 

kesehatan / non 

kesehatan kepada ibu 

sejak masa konsepsi 

hingga melahirkan pada 

fasilitas pelayanan 

kesehatan.

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan adalah suatu 

alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau 

masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah 

setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di 

bidang kesehatan yang 

untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan 

untuk melakukan upaya 

kesehatan

Jenis Belanja untuk jenis 

pelayanan dasar SPM 

orang

Definisi Operasional Satuan 

Target 

Indikato

r Sub 

Kegiata

n

Tercapainya 

masyarakat yang 

sehat sesuai 

siklus hidup dan 

layanan 

kesehatan yang 

berkualitas baik, 

adil, dan 

terjangkau.

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Hamil

Terkelolanya 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Hamil     Sesuai 

Standar

Jumlah Ibu 

Hamil yang 

Mendapatkan 

Pelayanan

Kesehatan 

Sesuai 

Standar

Jumlah Ibu Hamil 

yang Mendapatkan 

Pelayanan

Kesehatan Sesuai 

Standar

Definisi 

Operasional

Target 

Indikator 

Kegiatan
Sub Kegiatan

Sasaran Sub 

Kegiatan

Indikator Sub 

Kegiatan 

Kepmendagri 

900 2023

Cara Perhitungan
Definisi 

Operasional

Target 

Indikator 

Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Cara Perhitungan

Definisi 

Operasional

Target 

Indikator 

Sasaran
Program Sasaran Program

Indikator 

Program
Cara Perhitungan

Tujuan 

Perangkat 

Daerah

Indikator 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah

Target 

Indikator 

Tujuan
Sasaran 

Perangkat 

Daerah

Indikator 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah

Cara 

Perhitungan
No

Tujua

n 

Kada

Indikato

r Tujuan 

Kada

Target
Sasaran 

Kada

Indikator 

Sasaran 

Kada



Jumlah Wanita Usia 

Subur Yang Anemia 

Yang Mendapatkan 

tablet tambah darah

Jumlah wanita usia 

subur usia (15-49 

tahun) dengan 

kadar Hb <11gr/dl 

yang mendapat 

tablet tambah darah

Sumber : 

Jumlah wanita usia 

subur usia (15-49 

tahun) dengan 

kadar Hb <11gr/dl 

yang mendapat 

tablet tambah darah

Sumber : 

235 Orang

Persentase calon 

pengantin yang 

mendapat skrining 

kesehatan

Jumlah calon 

pengantin laki-laki 

dan perempuan 

yang mendapat 

skrining kesehatan 

dibagi jumlah 

sasaran calon 

Persentase calon 

pengantin (laki-laki 

dan perempuan) 

yang mendapat 

skrining 

kesehatan/pemerik

saan kesehatan 

87,00% Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

pada Usia 

Produktif

Terlaksananya 

pelayanan 

kesehatan usia 

produktif sesuai 

standar

Jumlah 

penduduk 

usia 

produktif 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Jumlah penduduk 

usia produktif 

yang Mendapatkan 

Pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar Kesehatan 

Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia 

Produktif adalah 

serangkaian kegiatan 

yang ditujukan untuk 

peningkatan sumber daya 

kesehatan, pengelolaan 

Orang ######

Jumlah PUS 4T 

yang berKB

PUS yang istrinya 

memenuhi minimal 

salah satu kriteria 

"4 Terlalu" yang saat 

ini sedang memakai 

alat dan obat 

kontrasepsi (alokon)

Jumlah pasangan 

usia subur (PUS) 4T 

(Terlalu Muda, 

Terlalu Tua, 

Terlalu Dekat, 

Terlalu Banyak) 

yang menggunakan 

479 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Reproduksi

Terlaksananya 

pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

reproduksi

Jumlah 

dokumen 

hasil 

pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

reproduksi

Jumlah dokumen 

hasil pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

reproduksi

Kesehatan reproduksi 

merupakan keadaan sehat 

secara fisik, mental, dan 

sosial secara utuh, tidak 

semata-mata bebas dari 

penyakit atau kecacatan 

yang berkaitan dengan 

Dokum

en

1

Persentase balita 

sakit yang 

mendapat 

pelayanan MTBS

Jumlah balita (0-59 

bulan) yang sakit 

yang mendapat 

pelayanan MTBS 

Sumber : 

Final_Sosialisasi 

Indikator Program 

Jumlah balita (0-59 

bulan) yang sakit 

yang mendapat 

pelayanan MTBS 

Sumber : 

Final_Sosialisasi 

Indikator Program 

55% Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Balita

Terkelolanya 

Pelayanan 

Kesehatan Balita 

Sesuai Standar

Jumlah   

Balita   yang 

Mendapatkan   

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar

Jumlah   Balita   

yang Mendapatkan   

Pelayanan

Kesehatan Sesuai 

Standar

Pelayanan Kesehatan 

balita adalah setiap 

kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan 

pelayanan oleh tenaga 

kesehatan/non kesehatan 

kepada balita pada 

Balita 10231

Persentase remaja 

putri diskrining 

anemia

Jumlah remaja putri 

kelas 7 SMP / 

sederajat dan kelas 

10 SMA / sederajat 

yang dilakukan 

skrining anemia 

dengan 

pemeriksaan 

hemoglobin 

Persentase remaja 

putri kelas 7 

SMP/sederajat dan 

kelas 10 

SMA/sederajat 

yang mendapatkan 

pelayanan 

pemeriksaan 

Hemoglobin (Hb) 

55%

Persentase remaja 

putri mengonsumsi 

Tablet Tambah 

Darah

(Jumlah remaja 

putri SMP dan SMA 

sederajat yang 

mengonsumsi tablet 

tambah darah dibagi 

jumlah sasaran 

remaja putri SMP 

Persentase remaja 

putri SMP/sederajat 

dan SMA/Sederajat 

yang mengonsumsi 

tablet tambah darah 

sebanyak 1 tablet 

setiap minggu (total 

60%

Proporsi 

Penduduk 

dengan 

aktivitas fisik 

Cukup 

Persentase 

penduduk usia

≥10 tahun 

melakukan

aktivitas fisik 

≥150 menit

dalam 1 minggu

Persentase 

puskesmas yang 

menyelenggarakan 

program  aktivitas 

fisik 

(Jumlah Puskesmas 

melaksanakan 

kegiatan 

peningkatan 

aktivitas fisik 

(senam/olah raga 

bersama, skrining 

Puskesmas 

melaksanakan 

kegiatan 

peningkatan 

aktivitas fisik 

(senam/olah raga 

bersama, skrining 

50%

Jumlah remaja ≥10 

Tahun yang 

melakukan aktivitas 

fisik ≥150 menit 

dalam 1 minggu 

Jumlah remaja ≥10 

tahun yang 

melakukan aktivitas 

fisik ≥150 menit 

dalam 1 minggu 

remaja adalah 

kelompok usia ≥10 

tahun sampai 18 

tahun yang 

bersekolah yang 

melakukan 

aktivitas fisik 

8230

Jumlah Penduduk 

Usia Dewasa  yang 

melakukan aktivitas 

fisik ≥150 menit 

dalam 1 minggu  

Jumlah Penduduk 

Usia Dewasa  yang 

melakukan aktivitas 

fisik ≥150 menit 

dalam 1 minggu

usia dewasa adalah 

orang yang berusia 

19 sampai 59 tahun 

yang tergabung 

dalam komunitas 

melakukan 

aktivitas fisik ≥150 

        104.857 

Jumlah Lansia  

yang melakukan 

aktivitas fisik ≥150 

menit dalam 1 

minggu 

Jumlah Lansia  

yang melakukan 

aktivitas fisik ≥150 

menit dalam 1 

minggu 

lansia adalah orang 

yang berusia lebih 

dari 60 tahun 

keatas yang 

mandiri yang 

melakukan 

aktivitas fisik (jalan 

kaki) ≥150 menit 

dalam 1 minggu. 

Aktivitas fisik yang 

          16.001 

Persentase pekerja 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan Kerja 

Jumlah pekerja 

(baik sektor formal 

dan informal) yang 

memperoleh 

pelayanan 

kesehatan kerja 

mencakup 

pemeriksaan 

Persentase pekerja 

(baik sektor formal 

adalah pekerja yang 

berstatus buruh 

atau karyawan 

yang berusaha 

sendiri dibantu 

buruh tetap dan 

20%

Jumlah Pos Upaya 

Kesehatan (Pos UKK) 

yang terbentuk 

ditempat kerja 

informal

Jumlah Pos Upaya 

Kesehatan (Pos UKK) 

yang terbentuk dan 

terbina ditempat 

kerja informal                       

Jumlah Pos Upaya 

Kesehatan kerja 

(Pos UKK) yang 

terbentuk dan 

terbina di tempat 

kerja informal. Pos 

40

Persentase 

Penduduk 

Menerapkan 

Perilaku Hidup 

Sehat 

(Jumlah masyarakat 

yang

menerapkan 

perilaku

hidup sehat sesuai 

DO / jumlah total 

masyarakat yang di 

survey PHBS)

Persentase 

penduduk

yang menerapkan

perilaku hidup 

sehat

meliputi: aktivitas 

fisik, cuci

tangan dengan 

20%

Jumlah  kampanye 

kesehatan 

(Pembudayaan 

Hidup Sehat)

Jumlah  kampanye 

kesehatan 

(Pembudayaan 

Hidup Sehat)

sumber : Peraturan 

Presiden RI NO 12 

Jumlah kampanye 

yang dilaksanakan 

minimal 8 kali per 

tahun dengan 

melibatkan lintas 

sektor/swasta/duni

                    8 

Persentase sekolah 

yang memenuhi 

stratifikasi standar 

sekolah sehat

Jumlah  sekolah 

yang memenuhi 

kriteria stratifikasi 

standar sekolah 

sehat melalui 

pelaksanaan 

pendidikan 

kesehatan, 

pelayanan 

 persentase sekolah 

yang memenuhi 

kriteria stratifikasi 

standar sekolah 

sehat melalui 

pelaksanaan 

pendidikan 

kesehatan, 

pelayanan 

25%

Persentase 

Lanjut Usia 

yang mandiri 

Jumlah lansia ≥60 

tahun (skor ADL 

20), ditambah 

jumlah lansia > 60 

tahun dengan 

ketergantungan 

ringan (skor ADL 

Persentase 

lansia ≥ 60 

tahun yang 

masih mampu 

melakukan 

aktivitas hidup 

sehari-hari 

86,00% Jumlah lanjut usia 

dengan ketergantu 

ngan sedang, berat, 

dan total mendapat 

kan perawatan 

jangka panjang 

(PJP)

Jumlah lansia (≥ 60 

tahun) dengan

ketergantungan 

sedang, berat dan 

total yang 

mendapatkan 

perawatan jangka 

lansia dari hasil 

pemeriksaan ADL 

dengan 

ketergantungan 

sedang (Skor ADL 9-

11) , berat (Skor 

ADL 5-8) , dan total 

               135 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

pada Usia 

Lanjut

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan  

Kesehatan  Usia 

Lanjut

Sesuai Standar

Jumlah 

Penduduk 

Usia Lanjut 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan    

Kesehatan 

Jumlah Penduduk 

Usia Lanjut yang 

Mendapatkan 

Pelayanan    

Kesehatan Sesuai 

Standar

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia 

Lanjut adalah upaya 

pelayanan kesehatan   

yang meliputi upaya 

promotif, peventif, kuratif 

dan rehabilitatif sesuai 

Orang   16.002 

Jumlah Faskes 

dengan jenjang 

Akreditasi 

Meningkat

Jumlah Faskes 

(Puskesmas dan 

Labkesda) dengan 

Akreditasi 

Paripurna+Faskes 

(Puskesmas dan 

Labkesda) dengan 

Jenjang akreditasi 

yang ditetapkan 

kemenkes dari

1. Dasar menjadi 

Madya 

2. Madya menjadi 

Utama

14

Rasio FKTP terhadap 

populasi

Jumlah FKTP 

(Puskesmas, Klinik, 

Praktek Mandiri) 

yang tersedia 

dibandingkan 

dengan jumlah 

penduduk pada 

FKTP (Puskesmas, 

Klinik, Praktek 

Mandiri) yang 

terigistrasi di 

kabupaten 

Kepahiang 

(Sumber : Peraturan 

0,026

14Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

yang 

Terakreditasi 

di 

Kabupaten/K

ota

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan yang 

Terakreditasi di 

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Akreditasi 

Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota adalah 

pelaksanaan persiapan, 

pendampingan, 

peningkatan kapasitas 

dan pelaksanaan survei 

akreditasi atau survei re-

akreditasi fasilitas 

pelayanan kesehatan 

(puskesmas, klinik 

pratama, tempat praktik 

mandiri dokter dan dokter 

gigi, rumah sakit, dan 

laboratorium kesehatan) 

oleh lembaga akreditasi 

sehingga fasilitas 

pelayanan kesehatan 

memperoleh sertifikat 

akreditasi. Permenkes 34 

tahun 2022 tentang 

Akreditasi Puskesmas, 

Klinik, Laboratorium 

Kesehatan, Unit Transfusi 

Darah, Tempat Praktik 

Mandiri Dokter dan 

Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi Permenkes 

UnitPelaksanaan 

Akreditasi 

Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kot

a

Terlaksananya 

Akreditasi 

Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kota

Persentase 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

terakreditasi 

paripurna

Jumlah puskesmas 

dan laboratorium 

yang Terakreditasi  

paripurna / 

seluruh Puskesmas 

dan Laboratorium 

(14+1) X 100%

Puskesmas dan 

Labkesda yang 

telah 

melaksanakan 

akreditasi 

dengan status 

capaian 

sertifikat 

paripurna dari 

lembaga 

akreditasi 

puskesmas dan 

masih berlaku 

dalam kurun 

2025-2029 

(Sumber: RIBK 

Kemenkes 2025-

2029)

80,00%

4Pengelolaan 

Pelayanan 

Promosi 

Kesehatan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Promosi 

Kesehatan

Jumlah  

Dokumen  

Hasil  

Pengelolaan  

Pelayanan 

Promosi 

Kesehatan

Jumlah  Dokumen  

Hasil  Pengelolaan  

Pelayanan Promosi 

Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan yang 

meliputi kegiatan 

advokasi kesehatan, 

penggalangan kemitraan, 

pemberdayaan masyarakat 

di berbagai tatanan, 

peningkatan peran serta 

masyarakat dan lintas 

sektor dan pelaksanan KIE 

Kesehatan. 1) Permenkes 

No.8 Th. 2019 Tentang 

Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan, 2) 

Permenkes No.74 Tahun 

2015 tentang Upaya 

Peningkatan dan 

Pencegahan Penyakit 3) 

Keputusan Menteri 

Kesehatan 

No.:1114/MENKES/SK/VII

Dokum

en

Dokum

en

2Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Kerja dan 

Olahraga

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Kerja 

dan Olahraga

Jumlah  

Dokumen  

Hasil  

Pengelolaan  

Pelayanan

Kesehatan 

Kerja dan 

Olahraga

Jumlah  Dokumen  

Hasil  Pengelolaan  

Pelayanan

Kesehatan Kerja 

dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan kerja dan 

olahraga adalah upaya 

fasilitasi, pembinaan dan 

pengawasan pada 

Pelayanan Kesehatan 

kerja dan olahraga yang 

diberikan kepada institusi 

maupun kelompok 

masyarakat Kesehatan 

Kerja adalah upaya yang 

ditujukan untuk 

melindungi setiap orang 

yang berada di Tempat 

Kerja agar hidup sehat dan 

terbebas dari gangguan 

kesehatan serta pengaruh 

buruk yang diakibatkan 

dari pekerjaan. 1) UU No 

36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan 2) Peraturan 

pemerintah No 88 Tahun 

2019 tentang kesehatan 

kerja 3) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 100 

Tahun 2015 Tentang Pos 

Upaya Kesehatan Kerja 

Terintegrasi 

Dokumen ada 2 yaitu 

dokumen kesehatan kerja 

dan dokumen kesehatan 

olahraga 

(SUMBER NNomenklatur 

Prog-Keg-

Subkeg_Kepmendagri 

900.1.15.5-3406 

2024_Penyempurnaan 

Metadata_Prov&KabKota)

21366

Jumlah penduduk 

yang melakukan 

aktivitas fisik yang 

dianjurkan (>150 

menit) selama 

jangka waktu 

tertentu (1 minggu) 

terhadap 

penduduk berusia 

≥10 tahun pada 

jangka waktu yang 

sama dalam suatu 

wilayah dibagi 

jumlah penduduk 

65,00%

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

pada Usia 

Pendidikan 

Dasar

Terkelolanya 

Pelayanan 

Kesehatan  pada 

Usia Pendidikan 

Dasar Sesuai 

Standar

Jumlah   

Anak   Usia 

Pendidikan   

Dasar   yang 

Mendapatkan    

Pelayanan    

Kesehatan    

Sesuai 

Standar

Jumlah   Anak   

Usia Pendidikan   

Dasar   yang 

Mendapatkan    

Pelayanan    

Kesehatan    

Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada usia 

pendidikan dasar adalah 

upaya pelayanan 

kesehatan melipuit upaya 

promotif, preventif dan 

kuratif sesuai standar 

yang diberikan  kepada 

kelompok usia pendidikan 

dasar  

Jenis Belanja untuk jenis 

pelayanan dasar SPM 

kesehatan mengikuti 

Permenkes No 6 Tahun 

2024

orang

Dokum

en

1Pengelolaan 

upaya 

kesehatan ibu 

dan anak

Terlaksananya                

pengelolaan 

upaya Kesehatan 

Ibu dan Anak

Jumlah 

dokumen 

hasil 

pengelolaan 

upaya 

kesehatan   

ibu dan anak

Jumlah dokumen 

hasil pengelolaan 

upaya kesehatan   

ibu dan anak

Pengelolaan upaya 

Kesehatan Ibu dan anak  

adalah  upaya yang 

dilakukan terkait  

serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk 

memelihara dan 

meningkatkan derajat 

kesehatan ibu dan anak 



Persentase 

puskesmas yang 

mencapai akreditasi 

paripurna

(Jumlah Puskesmas 

yang Terakeditasi 

Paripurna/ Jumlah 

Puskesmas)x100

Jenjang akreditasi 

paripurna adalah 

tertinggi yang 

dicapai 

berdasarkanKeputu

78,57

Persentase 

Labkesmas yang 

mencapai akreditasi

Jumlah Labkesmas 

yang terakreditasi / 

Jumlah Labkesda 

x100

Lakesmas yang 

dimaksud adalah 

labkesda dan Lab 

Swasta Kabupaten 

Kepahiang

0

Persentase fasilitas 

kesehatan yang 

memenuhi standar 

penyandang 

disabilitas

(Persentase fasilitas 

kesehatan yang 

memenuhi standar 

penyandang 

disabilitas/Jumlah 

fasilitas 

Fasilitas kesehatan 

yang memenuhi 

standar 

penyandang 

disabilitas yaitu:

1. Aksesibilitas 

42,86

Persentase  

Pelayanan 

Kesehatan 

Tradisional, 

Akupuntur, Asuhan 

Mandiri dan 

Jumlah Pelayanan 

Kesehatan 

Tradisional, 

Akupuntur, Asuhan 

Mandiri dan 

Tradisional Lainnya 

Bentuk pelayanan 

kesehatan yang 

mengacu pada 

pengalaman dan 

keterampilan turun-

temurun, 

60 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tradisional, 

Akupuntur, 

Asuhan 

Terlaksananya 

Pelayanan 

Akupresure

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tradisional, 

Akupuntur, 

Pelayanan Kesehatan 

Tradisional adalah 

pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara 

dan obat yang mengacu 

pada pengalaman dan 

Dokum

en 

1

Cakupan 

kepesertaan 

aktif jaminan 

kesehatan 

nasional (JKN)

Jumlah Peserta 

JKN  yang Aktif 

dibagi dengan 

Jumlah Peserta 

JKN di kali 100%

- Kepesertaan 

aktif JKN adalah 

status 

kepesertaan 

yang 

menunjukkan 

81,60% Terlaksananya 

penyiapan 

implementasi 

pembiayaaan dan 

jaminan kesehatan

Persentase validitas 

peserta JKN

Hasil Pemadanan 

Data  oleh  Dirjen 

Mendagri RI 

- Validitas peserta 

JKN adalah status 

kepesertaan yang 

menunjukkan 

bahwa data peserta 

JKN akurat, 

 80% Pengelolaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Masyarakat

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Masyarakat

Jumlah  

Dokumen  

Hasil  

Pengelolaan  

Jaminan 

Kesehatan 

Jumlah  Dokumen  

Hasil  Pengelolaan  

Jaminan 

Kesehatan 

Masyarakat

Jaminan Kesehatan 

Masyarakat adalah 

jaminan perlindungan 

untuk pelayanan 

kesehatan secara 

menyeluruh 

Dokum

en 

1

Persentase 

cakupan JKN

 Jumlah peserta 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional (JKN) 

dibagi dengan 

.' Cakupan 

peserta 

merupakan 

setiap orang 

termasuk orang 

80,00% Jumlah Peserta JKN 

yang di bayar 

Pemerintah 

Jumlah Peserta PBI 

JK ditambah dengan 

Jumlah Peserta 

PBPU Pemda

- Peserta JKN yang 

di bayar 

Pemerintah adalah 

Peserta  yang 

menerima manfaat 

        114.939 

Terlaksananya 

Pelayanan Rujukan   

di Faskes Lanjutan

332.075       Pengelolaan 

layanan 

rujukan dan 

rujuk balik

Terlaksananya 

Pengelolaan 

layanan Rujukan 

dan Rujuk Balik 

di Fasilitas 

Jumlah 

Dokumen 

hasil 

Pengelolaan 

layanan 

Jumlah Dokumen 

hasil Pengelolaan 

layanan Rujukan 

dan Rujuk Balik di 

Fasilitas 

Pengelolaan layanan 

Rujukan dan Rujuk Balik 

adalah pengelolaan 

kegiatan rujukan dan 

rujuk balik atas berbagai 

Dokum

en 

1

Penyediaan 

dan 

Pengelolaan 

Sistem 

Penanganan 

Gawat Darurat 

Terpadu 

Tersedia dan 

Terkelolanya 

Public Safety 

Center (PSC 119) 

yang Terintegrasi 

Dengan Rumah 

Sakit Dalam Satu 

Jumlah 

Public Safety 

Center (PSC 

119) 

Tersediaan, 

Terkelolaan 

dan 

Jumlah Public 

Safety Center (PSC 

119) Tersediaan, 

Terkelolaan dan 

Terintegrasi 

Dengan Rumah 

Sakit Dalam Satu 

Penyediaan dan 

Pengelolaan Sistem 

Penanganan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT) 

adalah  penyediaan dan 

pengelolaan Public Safety  

center  (PSC 119) yang 

Unit 1

Persentase 

Cakupan 

pemeriksaan 

kesehatan 

gratis

Jumlah penerima 

pemeriksaan 

kesehatan gratis 

pada semua 

kelompok usia / 

Persentase 

Cakupan 

Pemeriksaan 

Kesehatan 

Gratis adalah 

46% Persentase 

puskesmas yang 

melaporkan hasil 

pemeriksaan 

kesehatan gratis di 

Jumlah puskesmas 

yang melaporkan 

hasil pemeriksaan 

kesehatan gratis 

melalui aplikasi 

Puskesmas yang 

melaporkan hasil 

pemeriksaan 

kesehatan gratis 

melalui aplikasi 

90% Operasional 

Pelayanan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya

Tersedianya 

operasional 

pelayanan 

fasilitas 

kesehatan 

Jumlah 

dokumen 

operasional 

pelayanan 

fasilitas 

Jumlah dokumen 

operasional 

pelayanan fasilitas 

kesehatan lainnya

Operasional Pelayanan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya adalah segala 

kegiatan yang dilakukan 

Fasilitas Pelayanan 

Dokum

en

3

Persentase 

Puskesmas 

yang 

menyelenggara

kan Integrasi 

Layanan Primer 

Jumlah Puskesmas 

yang 

melaksanakan 

kriteria ILP di bagi 

Jumlah Puskesmas  

dikali 100

Puskesmas 

yang 

menyelenggara

kan ILP adalah 

Puskesmas 

yang sudah 

86% Persentase 

Pelayanan 

Laboratorium dasar 

sesuai standar

Jumlah puskesmas 

yang melakukan 

pelayanan 

Laboratorium dasar 

sesuai standar / 

jumlah labkesmas + 

Standar Jenis 

Pelayanan 

Labkesmas terdiri 

atas:                          

Standar jenis 

pelayanan 

50

Persentase 

Puskesmas dengan 

layanan RME 

Terintegrasi

Jumlah puskemas 

dengan layanan 

RME terintegrasi 

dibagi jumlah 

seluruh puskesmas 

Layanan RME 

terintegrasi adalah 

sistem informasi 

rekam medis dalam 

bentuk elekronik 

92,85% Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Kesehatan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kesehatan

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Sistem 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kesehatan

Sistem Informasi 

Kesehatan adalah 

seperangkat tatanan yang 

meliputi data, informasi, 

indikator, prosedur, 

Dokum

en

1

Penyediaan 

telemedicine 

di fasilitas 

pelayanan 

kesehatan

Tersedianya 

pelayanan 

konsultasi jarak 

jauh antarfasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

(fasyankes) 

melalui 

Jumlah 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

yang 

melayani 

konsultasi 

jarak jauh 

Jumlah fasilitas 

pelayanan 

kesehatan yang 

melayani 

konsultasi jarak 

jauh antar 

fasyankes melalui 

pelayanan 

Tersedianya Layanan 

Konsultasi jarak jauh 

antar Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Fasyankes) 

Melalui Pelayanan 

Telemedicine untuk 

mendapatkan Akses 

Pelayanan Kesehatan 

Unit 2

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah UPKD/K  

yang melaksanakan 

ILP

Jumlah UPKD/K  

yang melaksanakan 

ILP

UPKD/K adalah 

Unit Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Desa /Kelurahan 

yang terdiri dari 

Pustu, Poskesdes, 

Polindes atau 

47 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Dasar Melalui 

Pendekatan 

Keluarga

Terlaksananya 

Pendekatan 

Keluarga yang 

Diawali Tahapan 

Kunjungan 

Keluarga

Jumlah 

Keluarga 

Yang Sudah 

Dikunjungi 

dan 

Diintervensi 

Masalah 

Jumlah Keluarga 

Yang Sudah 

Dikunjungi dan 

Diintervensi 

Masalah 

Kesehatannya 

Oleh Tenaga 

Pendekatan keluarga 

adalah pelaksanaan 

kunjungan keluarga oleh 

tenaga kesehatan 

puskesmas  bersama kader  

Orang 3386

Persentase 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar

Jumlah Fasyankes 

dengan capaian 

SPA minimal 60% 

pada aplikasi 

ASPAK Kemenkes 

dibagi Jumlah 

Fasyankes 

(Puskesmas dan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

adalah 

puskesmas dan 

Labkesmas Tier 

2 dengan 

sarana, 

80,00% Jumlah Puskesmas  

dan Labkesda  yang 

mempunyai SPA 

sesuai Standar

Jumlah Puskesmas 

yang capaian SPA  

Minimal 60% di 

ASPAK

Puskesmas dan 

Labkesda  yang 

memiliki SPA 

minimal 60% 

(Nomor 31 Tahun 

2018)

12 Pembangunan 

Puskesmas

Terbangunnya 

Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

(Puskesmas)

Jumlah       

Pusat       

Kesehatan       

Masyarakat

(Puskesmas) 

yang 

Dibangun

Jumlah       Pusat       

Kesehatan       

Masyarakat

(Puskesmas) yang 

Dibangun

Pembangunan Puskesmas 

adalah pembangunan 

Puskesmast baru beserta 

sarana, prasarana dan alat 

(Alkes/non alkes) Sarana 

adalah bangunan yang 

sebagian atau seluruhnya 

Kesehatan Masyarakat

Unit 0

Jumlah UPKD/ K 

yang mempunyai 

SPA sesuai Standar

Jumlah UPKD/ K 

yang memiliki SPA 

Minimal 60%

UPKDK adalah Unit 

Pelayanan Desa / 

Kelurahan 

Puskesmas 

Pembantu yang 

47 Pembangunan 

Rumah Dinas 

Tenaga 

Kesehatan

Terbangunnya 

Rumah Dinas 

Tenaga 

Kesehatan

Jumlah  

Rumah  

Dinas  

Tenaga  

Kesehatan  

Jumlah  Rumah  

Dinas  Tenaga  

Kesehatan  yang

Dibangun

Pembangunan Rumah 

Dinas Tenaga Kesehatan 

adalah pengembangan 

Rumah Dinas baru Tenaga 

Kesehatan sesuai standar 

Unit 1

Rasio puskesmas, 

poliklinik, pustu per 

satuan penduduk

Jumlah Puskesmas, 

Poliklinik, Pustu 

/Jumlah Penduduk 

dalam kurun waktu 

Tertentu

Puskemas, poliknik 

dan Pustu di 

Wilayah Kabupaten 

Kota

0,026 Pengembangan 

Puskesmas

Tersedianya 

Puskesmas yang 

Ditingkatkan  

Sarana,  

Prasarana, Alat 

Kesehatan dan 

Jumlah  

Puskesmas  

yang  

Ditingkatkan  

Sarana,

Prasarana, 

Jumlah  

Puskesmas  yang  

Ditingkatkan  

Sarana,

Prasarana, Alat 

Kesehatan dan 

Pengembangan 

Puskesmas adalah 

Puskesmas yang 

ditingkatkan sarana, 

prasarana, alat kesehatan, 

dan SDM sesuai standar 

Unit 2

Pengembangan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya

Terlaksananya 

Pengembangan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya Sesuai 

Standar

Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya yang 

Ditingkatkan 

Sarana,  

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

yang Ditingkatkan 

Sarana,  Prasarana,  

Alat  Kesehatan 

dan SDM agar 

Pengembangan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya adalah 

pengembangan Fasilitas 

kesehatan berupa 

Laboratorium Kesehatan 

Daerah, Instalasi 

Unit 1

Rehabilitasi 

dan 

Pemeliharaan 

Puskesmas

Tersedianya 

Sarana, 

Prasarana dan 

Alat Kesehatan 

yang Telah 

Dilakukan 

Jumlah 

Sarana, 

Prasarana 

dan Alat 

Kesehatan 

yang Telah 

Jumlah Sarana, 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan yang 

Telah Dilakukan 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Oleh 

Rehabilitasi Puskesmas 

adalah memperbaiki 

bangunan Puskesmas 

yang telah rusak sebagian 

dengan maksud 

menggunakan sesuai 

Unit 2

Rehabilitasi 

dan 

Pemeliharaan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya

Tersedianya 

Sarana, 

Prasarana dan 

Alat Kesehatan 

yang Telah 

Dilakukan 

Jumlah 

Sarana , 

Prasarana 

dan Alat 

Kesehatan 

yang Telah 

Jumlah Sarana , 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan yang 

Telah Dilakukan 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan oleh 

Rehabilitasi fasilitas 

kesehatan lainnya adalah 

memperbaiki bangunan 

yang telah rusak sebagian 

dengan maksud 

menggunakan sesuai 

Unit 2

Rehabilitasi 

dan 

Pemeliharaan 

Rumah Dinas 

Tenaga 

Kesehatan

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana Rumah 

Dinas Tenaga 

Kesehatan yang 

Telah Dilakukan 

Jumlah 

Sarana , 

Prasarana 

dan Alat 

Kesehatan 

yang Telah 

Jumlah Sarana , 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan yang 

Telah Dilakukan 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan oleh 

Rehabilitasi Rumah Dinas 

Tenaga Kesehatan adalah 

memperbaiki bangunan 

rumah dinas tenaga 

kesehatan dan tenaga 

medis yang telah rusak 

Unit 1

Pengadaan 

Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang 

Medik Fasilitas 

Pelayanan 

Tersedianya Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah  Alat  

Kesehatan/Al

at  

Penunjang  

Medik 

Fasilitas 

Jumlah  Alat  

Kesehatan/Alat  

Penunjang  Medik 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan yang 

Alat kesehatan adalah 

instrumen, aparatus, 

mesin dan/atau implan 

yang tidak mengandung 

obat yang digunakan 

untuk mencegah, 

Unit

Pengadaan dan 

Pemeliharaan 

Alat Kalibrasi

Terlaksananya 

Penyediaan dan 

Pemeliharaan 

Alat Pengujian 

dan Kalibrasi 

pada Unit 

Pemeliharaan 

Fasilitas 

Jumlah 

Penyediaan 

dan 

Pemeliharaan 

Alat  Uji dan 

Kalibrasi 

Pada Unit 

Pemeliharaan 

Jumlah 

Penyediaan dan 

Pemeliharaan Alat  

Uji dan Kalibrasi 

Pada Unit 

Pemeliharaan 

Fasilitas 

Kesehatan      

Pengadaan dan 

Pemeliharaan Alat 

Kalibrasi adalah 

penyediaan dan 

pemeliharaan Alat 

Pengujian dan Kalibrasi 

pada Unit Pemeliharaan 

Fasilitas Kesehatan 

Unit 156

Pemeliharaan 

Rutin dan 

Berkala Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang 

Medik Fasilitas 

Terpeliharanya 

Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Layanan  

Kesehatan Sesuai 

Jumlah  Alat  

Kesehatan/Al

at  

Penunjang  

Medik

Fasilitas  

Jumlah  Alat  

Kesehatan/Alat  

Penunjang  Medik

Fasilitas  Layanan  

Kesehatan  yang  

Terpelihara Sesuai 

Pemeliharaan Rutin dan 

Berkala adalah 

pemeliharaan yang 

dilaksanakan secara rutin 

sepanjang tahun. 

Pemeliharaan Berkala 

Unit 14

Jumlah Pasien Yang  

Mendapatkan 

Pelayanan Rujukan 

di Fasyankes 

- Pasien 

masyarakat miskin 

yang mendapatkan 

pelayanan rujukan 

adalah pasien yang 

berasal dari 

keluarga miskin 

atau rentan yang 

memerlukan 

penanganan 

lanjutan dan 

rujukan ke fasilitas 

85,00% Jumlah  Pasien 

Masyarakat miskin 

yang mendapatkan 

Pelayanan Rujukan

14

Cakupan 

pelayanan 

kesehatan 

rujukan pasien 

masyarakat 

miskin

 Jumlah Pasien 

Masyarakat Miskin 

yang Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Rujukan / Jumlah 

Pasien Masyarakat 

Miskin yang 

Memerlukan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Rujukan) x 100%

- Pelayanan 

kesehatan 

rujukan pasien 

masyarakat 

miskin adalah 

pelayanan 

kesehatan yang 

diberikan 

kepada pasien 

masyarakat 

miskin yang 

memerlukan 

Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

yang 

Terakreditasi 

di 

Kabupaten/K

ota

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan yang 

Terakreditasi di 

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Akreditasi 

Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota adalah 

pelaksanaan persiapan, 

pendampingan, 

peningkatan kapasitas 

dan pelaksanaan survei 

akreditasi atau survei re-

akreditasi fasilitas 

pelayanan kesehatan 

(puskesmas, klinik 

pratama, tempat praktik 

mandiri dokter dan dokter 

gigi, rumah sakit, dan 

laboratorium kesehatan) 

oleh lembaga akreditasi 

sehingga fasilitas 

pelayanan kesehatan 

memperoleh sertifikat 

akreditasi. Permenkes 34 

tahun 2022 tentang 

Akreditasi Puskesmas, 

Klinik, Laboratorium 

Kesehatan, Unit Transfusi 

Darah, Tempat Praktik 

Mandiri Dokter dan 

Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi Permenkes 

UnitPelaksanaan 

Akreditasi 

Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kot

a

Terlaksananya 

Akreditasi 

Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kota

Persentase 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

terakreditasi 

paripurna

Jumlah puskesmas 

dan laboratorium 

yang Terakreditasi  

paripurna / 

seluruh Puskesmas 

dan Laboratorium 

(14+1) X 100%

Puskesmas dan 

Labkesda yang 

telah 

melaksanakan 

akreditasi 

dengan status 

capaian 

sertifikat 

paripurna dari 

lembaga 

akreditasi 

puskesmas dan 

masih berlaku 

dalam kurun 

2025-2029 

(Sumber: RIBK 

Kemenkes 2025-

2029)

80,00%



Persentase 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

dengan 

perbekalan 

kesehatan 

 Jumlah fasilitas 

kesehatan dengan 

perlengkapan 

kesehatan yang 

memadai sesuai 

standar / Jumlah 

total fasilitas 

Fasilitas 

kesehatan 

(Puskesmas 

termasuk 

labkesmas, RS) 

yang secara 

konsisten 

87% Tersedianya   

Perbekalan 

Kesehatan di 

Puskesmas, Rumah 

Sakit dan 

Labkesmas Tk II

Persentase  

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan 

Ketersediaan di 

Puskesmas 

Jumlah Puskesmas 

dengan 

Ketersediaan  

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan di 

Puskesmas dibagi 

Referensi 

Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES

/1128/2022 

tentang Standar 

43% Pengadaan 

Obat, Bahan 

Habis Pakai, 

Bahan Medis 

Habis Pakai, 

Vaksin, 

Makanan dan 

Tersedianya Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis  

Pakai, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman di 

Jumlah Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis 

Pakai, 

Vaksin, 

Makanan dan 

Jumlah Obat, 

Bahan Habis Pakai, 

Bahan Medis Habis 

Pakai, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman di 

Fasilitas 

Pengadaan Obat, Bahan 

Habis Pakai, Bahan Medis 

Habis Pakai, Vaksin, 

Makanan dan Minuman 

ke Fasilitas Kesehatan 

adalah serangkaian 

kegiatan pengadaan Obat, 

Paket 26

Persentase 

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan 

Ketersediaan di 

Persentase  

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan di 

Labkesmas  Tk.II

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan  adalah :

1. Persentase 

Ketersediaan BMHP 

33% Bahan Habis Pakai adalah 

reagen dan atau alat 

pendukung Utama 

lainnya yang ditujukan 

untuk penggunakan 

Kali 12

Persentase 

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan 

Ketersediaan di 

Persentase  

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan di 

Rumah Sakit

Kecukupan 

Perbekalan 

Kesehatan  adalah :

1. Persentase 

Ketersediaan Obat 

33%

Tingkat 

Kepuasan 

Pasien 

Terhadap 

Layanan 

Kesehatan

Nilai Survei 

Kepuasan 

Masyarakat (SKM)  

Tingkat 

Kepuasan 

Pasien yang 

diukur selama 

priode tertentu 

yang mencakup 

90,00% Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 

C, D dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Meningkatnya mutu 

penyedia layanan  

kesehatan

Persentase 

peningkatan mutu 

pelayanan faskes

Penghitungan  

Jumlah Faskes  

(Puskesmas dan 

Labkesda) dengan 

nilai mutu 

pelayanan 

Nilai Mutu 

Pelayanan baik  

berdasarkan 

Indikator Nasional 

Mutu(INM) :

1. Kepatuhan 

100 Peningkatan 

Mutu 

Pelayanan 

Fasilitas 

Kesehatan

Terlaksananya 

Peningkatan 

Mutu Pelayanan 

Fasilitas 

Kesehatan yang 

Dilakukan 

Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

yang 

Dilakukan 

Pengukuran 

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan yang 

Dilakukan 

Pengukuran 

Indikator Nasional 

Mutu (INM) 

Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan adalah 

pengukuran fasilitas 

pelayanan kesehatan 

dengan Indikator Nasional 

Unit 15

Persentase 

Rekomendasi 

Perizinan Rumah 

Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

rekomendasi yang  

diberikan dibagi 

dengan jumlah 

Rumah Sakit Kelas 

C, D dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Rekomendasi yang 

diberiakan berupa 

Ijin Operasional 

Rumah sakit

100,00 Pengendalian 

dan 

Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan 

Rumah Sakit 

Tersedianya 

Rumah Sakit 

Kelas C, D dan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan yang 

Dikendalikan, 

Diawasi dan 

Jumlah 

Rumah Sakit 

Kelas C, D 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

yang  

Dikendalikan

Jumlah Rumah 

Sakit Kelas C, D 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan yang  

Dikendalikan, 

Diawasi dan 

Ditindaklanjuti 

Pengawasan terhadap 

perizinan berusaha 

dilakukan terhadap 

pemenuhan standar dan 

kewajiban rumah sakit 

dalam bentuk pengawasan 

rutin dan pengawasan 

insidental ang dilakukan 

unit 14

Tingkat kepuasan 

pasien di fasilitas 

kesehatan primer

Jumlah rata-rata 

hasil SKM  14 

Puskesmas 

+Dinkes+ Labkesda 

/ 3X 100.

Tingkat Kepuasan 

Pasien yang diukur 

selama priode 

tertentu yang 

mencakup 9 Unsur 

90,00

Meningkatkanya 

Mutu Pelayanan 

Kesehatan 

Lanjutan

Persentase  

Kepatuhan 

Rumah Sakit 

terhadap 

Standar 

Akreditasi 

Persentase capaian 

masing masing 

indikator pokja (16 

pokja) adalah 

minimal 80 %. 

Referensi 

1. Kepatuhan 

rumah sakit 

terhadap 

standar 

akreditasi 

adalah kondisi 

82% Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

kesehatan

1.Persentase 

Kepatuhan 

Terhadap Standar 

Akreditasi 

Pelayanan  

jumlah Pokja Pada 

Elemen Penilaian 

Akreditas 

Pelayanan dengan 

hasil penilaian 

minimun 80 % di 

1.Elemen Penilaian 

Akreditasi 

Pelayanan adalah 

Kelompok Kerja 

PMKP, PPI, 

PPK,AKP,HPK,PP,PA

100% Peningkatan 

Tata Kelola 

Rumah Sakit 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Rumah Sakit dan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah 

Rumah Sakit 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tingkat 

Jumlah Rumah 

Sakit dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Tata Kelola 

Rumah Sakit dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota adalah 

peningkatan penataan 

Unit 1

2. Persentase 

Kepatuhan 

Terhadap Standar 

Akreditasi 

Manajemen

jumlah Pokja Pada 

Elemen Penilaian 

Akreditas 

Pelayanan dengan 

hasil penilaian 

minimun 80 % di 

2. Elemen 

Penilaian 

Akreditasi 

Manajemen adalah 

Kelompok Kerja  

TKRS, KPS dan 

100%

3.Persentase 

Kepatuhan 

Terhadap Standar 

AkreditasiPenunjan

g                                                           

jumlah Pokja Pada 

Elemen Penilaian 

Akreditas 

Pelayanan dengan 

hasil penilaian 

minimun 80 % di 

3. Elemen 

Penilaian 

Akreditasi 

penunjang  adalah 

mfk   . Persentase 

capaian masing 

100%

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Meningkatnya 

pembudayaan 

gaya hidup sehat 

pada masyarakat 

melalui 

penguatan 

kesadaran, 

pengetahuan, dan 

Persentase 

posyandu 

siklus hidup 

yang aktif 

posyandu 

memenuhi kriteria 

aktif melayani 

siklus hidup di 

dalam kecamatan 

tersebut di bagi 

jumlah total 

Kecamatan di 

Persentase 

posyandu 

memiliki status 

aktif 

berdasarkan 3 

kriteria yaitu:

1. Posyandu 

yang 

Advokasi, 

Pemberdayaan, 

Kemitraan, 

Peningkatan Peran 

serta Masyarakat 

dan Lintas Sektor 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

kemitraan lintas 

sektor dalam 

penyampaian pesan 

kesehatan

Jumlah Posyandu 

yang melakukan 

kegiatan hari buka 

setiap bulan atau 

sedikitnya 8 kali 

diakhir tahun. 

Jumlah Posyandu 

yang melakukan 

kegiatan hari buka 

setiap bulan atau 

sedikitnya 8 kali 

diakhir tahun. 

posyandu 

melakukan 

kegiatan rutin 

minimal 1 kali 

dalam sebulan 

adalah posyandu 

melakukan 

kegiatan hari 

92 Peningkatan 

Upaya Promosi 

Kesehatan, 

advokasi, 

kemitraan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Terlaksananya 

Upaya Promosi 

Kesehatan, 

Advokasi, 

Kemitraan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Jumlah 

Dokumen 

Promosi 

Kesehatan, 

Advokasi, 

Kemitraan 

dan 

Pemberdayaa

Jumlah Dokumen 

Promosi 

Kesehatan, 

Advokasi, 

Kemitraan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Promosi Kesehatan adalah 

kegiatan atau upaya 

peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat 

melalui advokasi 

kesehatan, penggalangan 

kemitraan, pemberdayaan 

masyarakat di berbagai 

Dokum

en 

3

Jumlah posyandu 

yang Memberikan 

pelayanan 

kesehatan untuk 

semua siklus 

hidup(ibu hamil, 

balita, remaja, usia 

Jumlah posyandu 

yang Memberikan 

pelayanan 

kesehatan untuk 

semua siklus hidup( 

ibu hamil, balita, 

remaja, usia dewasa, 

posyandu 

memberikan 

pelayanan 

kesehatan minimal 

untuk ibu hamil, 

balita, remaja, usia 

dewasa, usia lanjut 

92

Jumlah posyandu 

yang memiliki 

minimal 5 orang 

kader. 

Jumlah posyandu 

yang memiliki 

minimal 5 orang 

kader. 

Jumlah posyandu 

yang memiliki 

minimal 5 orang 

kader adalah 

memiliki kader 

92

Persentase kader 

Posyandu Strata 

Madya 

Jumlah Kader 

Posyandu yang 

telah mengikuti 

keterampilan dasar 

dan Lulus Minimal 

4 Kelompok 

Persentase Kader 

Posyandu telah 

mengikuti 

Peningkatan 

Keterampilan dasar 

Kader dan telah 

40%

Jumlah Puskesmas 

yang Melaksanakan 

SMD dan MMD 50% 

Dari Jumlah Desa 

Sumber : Pedoman 

Kerja Pustu dan 

Pustu Desa Tahun 

Jumlah Puskesmas 

yang melaksanakan 

SMD dan MMD 50% 

Dari Jumlah Desa di 

Wilayah Puskesmas 

Sumber : Pedoman 

Kerja Pustu dan 

SMD adalah 

kegiatan yang 

bertujuan untuk 

mengenali masalah 

kesehatan serta 

potensi sumber 

daya di wilayah 

6

Pelaksanaan Sehat 

dalam rangka 

Promotif Preventif 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan 

dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat

Jumlah media 

Puskesmas yang 

menyediakan media 

KIE Sesuai Standar 

Sumber : Pedoman 

Kerja Puskesmas 

Klaster 1 

Manajemen Tahun 

Jumlah Media Yang 

Disediakan 

Puskesmas di Setiap 

Klaster 

Sumber : Pedoman 

Kerja Puskesmas 

Klaster 1 

Manajemen Tahun 

Penyediaan Media 

KIE Berupa Poster, 

Leaflet, Flayer, 

Booklet, Standing 

Banner yang 

disediakan di 

lokasi pendaftaran, 

kasir, ruang 

14 Penyelenggara

an Promosi 

Kesehatan dan 

Gerakan Hidup 

Bersih dan 

Sehat

Terselenggaranya 

Promosi 

Kesehatan dan 

Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat

Jumlah     

Dokumen     

Hasil 

Penyelenggar

aan

Promosi  

Kesehatan  

dan  Gerakan  

Jumlah     

Dokumen     Hasil 

Penyelenggaraan

Promosi  

Kesehatan  dan  

Gerakan  Hidup  

Bersih dan Sehat

Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan dan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

adalah Upaya memelihara 

dan meningkatkan derajat 

kesehatan dengan 

mengutamakan upaya 

promotif dan preventif 

Dokum

en

2

Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan 

Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

kemandirian 

masyarakat dalam 

pengembangan 

jejaring kesehatan 

masyarakat

Jumlah UKBM Aktif Jumlah UKBM 

Aktif/ Jumlah 

Seluruh UKBM x 

100

Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

adalah wahana 

pemberdayaan 

masyarakat bidang 

kesehatan yang 

dibentuk atas dasar 

138 Bimbingan 

Teknis dan 

Supervisi 

Pengembangan 

dan 

Pelaksanaan 

Upaya 

Kesehatan 

Terlaksananya 

Bimbingan 

Teknis dan 

Supervisi 

Pengembangan 

dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Bimbingan 

Teknis dan 

Supervisi 

Upaya 

Kesehatan 

Jumlah Dokumen 

Hasil Bimbingan 

Teknis dan 

Supervisi Upaya 

Kesehatan 

Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

Bimtek dan Supervisi 

UKBM adalah pembinaan, 

pendampingan dan 

pemantauan secara 

berkala dalam rangka 

penguatan atas 

penyelenggaraan UKBM 

Upaya Kesehatan 

Dokum

en

2

Program Sediaan 

Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan 

Makanan 

Minuman

Meningkatnya 

efektivitas 

program sediaan 

farmasi dan 

pangan olahan di 

Pemerintah 

Daerah

Persentase 

sarana IRTP 

yang 

memenuhi 

ketentuan

Persentase sarana 

IRTP yang 

memenuhi 

ketentuan = 

Jumlah IRTP yang 

MK / Jumlah IRTP 

yang diperiksa 

berdasarkan target

x 100 %

• Industri 

Rumah Tangga 

Pangan yang 

selanjutnya 

disingkat IRTP 

adalah 

perusahaan 

Pangan yang 

memiliki tempat 

usaha di

tempat tinggal 

dengan 

peralatan 

58,00% Jmlah sarana IRTP 

yang memenuhi 

ketentuan

Jumlah IRTP yang 

memenuhi 

ketentuan

• Industri Rumah 

Tangga Pangan 

yang selanjutnya 

disingkat IRTP 

adalah perusahaan 

Pangan yang 

memiliki tempat 

usaha di

tempat tinggal 

dengan peralatan 

pengolahan Pangan 

manual hingga 

semi otomatis.

29

Persentase 

penerbitan dan 

pemenuhan 

komitmen SPP-

IRT sesuai 

standar

1. Kesesuaian 

produk yang 

memperoleh 

SPPIRT yang

dibuktikan melalui 

konfirmasi produk 

pada aplikasi 

SPPIRT

(X): X = (Jumlah 

produk yang 

diverifikasi pada 

Aplikasi 

sppirt.pom.go.id / 

• Industri 

Rumah Tangga 

Pangan yang 

selanjutnya 

disingkat IRTP 

adalah 

perusahaan 

Pangan yang 

memiliki tempat 

usaha di

tempat tinggal 

dengan 

peralatan 

40,00% Jumlah Verifikasi 

pemenuhan 

komitmen SPP-IRT 

di Aplikasi 

SPPIRT.POM.GO.ID

Jumlah Verifikasi 

pemenuhan 

komitmen SPP-IRT 

di Aplikasi 

SPPIRT.POM.GO.ID

• Industri Rumah 

Tangga Pangan 

yang selanjutnya 

disingkat IRTP 

adalah perusahaan 

Pangan yang 

memiliki tempat 

usaha di

tempat tinggal 

dengan peralatan 

pengolahan Pangan 

manual hingga 

semi otomatis.
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2Jumlah 

Dokumen 

Pengendalia

n dan 

Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Sertifikat 

Produksi 

Pangan 

Industri 

Rumah 

Tangga dan 

Nomor P-IRT 

sebagai Izin 

Produksi, 

untuk 

Produk 

Makanan 

Minuman 

Tertentu 

yang dapat 

Diproduksi 

oleh Industri 

Rumah 

Jumlah Dokumen 

Pengendalian dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Sertifikat Produksi 

Pangan Industri 

Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT 

sebagai Izin 

Produksi, untuk 

Produk Makanan 

Minuman Tertentu 

yang dapat 

Diproduksi oleh 

Industri Rumah 

Tangga	

Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP) adalah 

perusahaan pangan yang 

memiliki tempat usaha di 

tempat tinggal dengan 

peralatan pengolahan 

pangan manual hingga 

semi otomatis

Sertifikat  Pemenuhan 

Komitmen Produksi 

Pangan Olahan Industri 

Rumah Tangga yang 

selanjutnya disebut SPP-

IRT adalah jaminan 

tertulis yang diberikan 

oleh pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota terhadap 

Pangan olahan Produksi 

IRTP di wilayah kerjanya 

yang telah memenuhi 

persyaratan penerbitan 

SPP-IRT dalam rangka 

peredaran P-IRT.

Pengendalian dan 

Dokum

en

Penerbitan 

Sertifikat Produksi 

Pangan Industri 

Rumah Tangga dan 

Nomor P-IRT sebagai 

Izin Produksi, 

untuk Produk 

Makanan Minuman 

Tertentu yang dapat 

Diproduksi oleh 

Industri Rumah 

Tangga

Terwujudnya sarana 

IRTP yang Aman 

dan bermutu

Pengendalian 

dan 

Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Sertifikat 

Produksi 

Pangan 

Industri 

Rumah Tangga 

dan Nomor P-

IRT sebagai 

Izin Produksi, 

untuk Produk 

Makanan 

Minuman 

Tertentu yang 

dapat 

Diproduksi 

oleh Industri 

Rumah 

Tangga	

Terlaksananya 

Pengendalian 

dan Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Sertifikat 

Produksi Pangan 

Industri Rumah 

Tangga dan 

Nomor P-IRT 

sebagai Izin 

Produksi, untuk 

Produk Makanan 

Minuman 

Tertentu yang 

Dapat Diproduksi 

oleh Industri 

Rumah Tangga

Distribusi alat 

kesehatan, 

obat, vaksin, 

bahan medis 

habis pakai 

(BMHP) 

makanan dan 

minuman ke 

puskesmas 

Jumlah Distribusi 

alat kesehatan, 

obat, vaksin, 

bahan medis 

habis pakai 

(BMHP) makanan 

dan minuman ke 

puskesmas serta 

fasilitas 

Jumlah 

Distribusi 

alat 

kesehatan, 

obat, vaksin, 

bahan medis 

habis pakai 

(BMHP) 

makanan dan 

Jumlah Distribusi 

alat kesehatan, 

obat, vaksin, bahan 

medis habis pakai 

(BMHP) makanan 

dan minuman ke 

puskesmas serta 

fasilitas kesehatan 

lainnya

75%



Persentase 

pangan 

industri rumah 

tangga aman 

dan bermutu

Cara Perhitungan  : 

% PIRT Aman dan 

Bermutu = 100% - 

% PIRT Tidak 

Aman dan 

Bermutu

1. Pangan 

Industri Rumah 

Tangga (PIRT) 

adalah pangan 

olahan hasil 

produksi 

Industri Rumah

Tangga Pangan.

2. Sampling 

72,00% Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post 

Market pada 

Produksi dan 

Produk Makanan 

Minuman Industri 

Rumah Tangga

Terwujudnya sarana 

IRTP yang Aman 

dan bermutu

Jumlah pangan 

industri rumah 

tangga aman dan 

bermutu

Jumlah pangan 

industri rumah 

tangga aman dan 

bermutu

1. Pangan Industri 

Rumah Tangga 

(PIRT) adalah 

pangan olahan 

hasil produksi 

Industri Rumah

Tangga Pangan.

2. Sampling 

dilakukan di saran 

29 Pemeriksaan 

Post Market 

pada Produk 

Makanan-

Minuman 

Industri 

Rumah Tangga 

yang Beredar 

dan 

Terlaksananya 

Pemeriksaan Post 

Market pada 

Produk dan 

Sarana Produksi 

Makanan-

Minuman 

Industri Rumah 

Tangga Beredar 

Jumlah 

Produk dan 

Sarana 

Produksi 

Makanan-

Minuman 

Industri 

Rumah 

Tangga 

Jumlah Produk 

dan Sarana 

Produksi Makanan-

Minuman Industri 

Rumah Tangga 

Beredar yang 

Dilakukan 

Pemeriksaan Post 

Market dalam 

Pemeriksaan dan 

pengawasan post market 

merupakan serangkaian 

proses pengawasan yang 

dilakukan terhadap 

sarana produksi pangan  

Industri Rumah Tangga 

dan  produk pangan 

Industri Rumah Tangga 

Sampel 

/unit
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Persentase 

Rekomendasi 

hasil 

Pengawasan 

sediaan farmasi 

dan pangan 

olahan dari 

lintas sektor 

yang 

Persentase 

rekomendasi hasil 

pengawasan 

sediaan

farmasi dan panga 

olahan dari lintas 

sektor yang

ditindaklanjuti ole 

Pemerintah Daerah

• Sediaan 

Farmasi adalah 

Obat, Bahan 

Obat, Obat 

Bahan AIam, 

termasuk bahan 

Obat Bahan

Alam, kosmetik, 

suplemen 

60,00% Jumlah 

Rekomendasi hasil 

Pengawasan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan dari 

lintas sektor yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemerintah daerah 

Jumlah 

Rekomendasi hasil 

Pengawasan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan dari 

lintas sektor yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemerintah daerah 

• Sediaan Farmasi 

adalah Obat, Bahan 

Obat, Obat Bahan 

AIam, termasuk 

bahan Obat Bahan

Alam, kosmetik, 

suplemen 

kesehatan, dan obat

kuasi.

6 Dokum

en

2

Persentase 

apotek dan toko 

obat yang 

mampu 

memelihara 

persyaratan 

perizinan

Persentase apotek 

dan toko obat yang 

mampu 

memelihara

persyaratan 

perizinan dihitung 

menggunakan 

rumus:

A = Jumlah apotek 

dan toko obat yang 

• Sarana apotek 

dan toko obat 

yang mampu 

memelihara 

persyaratan 

perizinan 

adalah

sarana yang 

berhasil 

memenuhi dan 

100,00% Jumlah apotek dan 

toko obat yang 

mampu memelihara 

persyaratan 

perizinan

Jumlah apotek dan 

toko obat yang 

mampu memelihara 

persyaratan 

perizinan

• Sarana apotek dan 

toko obat yang 

mampu memelihara 

persyaratan 

perizinan adalah

sarana yang 

berhasil memenuhi 

dan 

mempertahankan 

persyaratan 

24

2. 

Meningkatn

ya  

pencegahan  

dan  

pengendali

an  

penyakit  

menular 

dan  

penyakit 

tidak  

menular

Angka 

populasi  

bebas 

Penyakit  

Tidak 

Menular  

(PTM)  (%)

Jumlah 

Puskesmas 

dengan 

indeks SPM 

Hipertensi 

DM Kurang 

dari 80 dan 

menerapkan 

peraturan 

KTR dibagi 

Jumlah 

Seluruh 

Puskesmas 

kali 100

Persentase 

Puskesmas  dengan 

indeks SPM 

Hipertensi, DM 

paling kurang 80 

dan menerapkan 

peraturan KTR.

Keterangan :setiap 

puskesmas 

dikatakan bebas 

PTM jika 

memenuhi 3 

kriteria tersebut 

52,00% Pemenuhan 

Upaya 

Kesehatan 

Perorangan dan 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat  

Tercapainya 

masyarakat yang 

sehat sesuai 

siklus hidup dan 

layanan 

kesehatan yang 

berkualitas baik, 

adil, dan 

terjangkau.

Hipertensi 

dalam 

pengendalian

Jumlah individu 

terdaftar untuk tata 

laksana hipertensi 

di fasilitas 

kesehatan dengan 

tekanan darah 

terkontrol < 

140/90 mmHg 

pada kunjungan 

klinis terakhir 

(tidak termasuk 

yang baru 

didiagnosis 

dengan masa 

Persentase 

individu 

terdaftar untuk 

tata laksana 

hipertensi di 

fasilitas 

kesehatan 

dengan 

tekanan darah 

terkontrol < 

140/90 mmHg 

pada 

kunjungan 

klinis terakhir 

80% Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

layanan kesehatan 

yang berkualitas 

baik, adil, dan 

terjangkau sesuai 

siklus hidup

Jumlah 

Penyandang 

Hipertensi Tidak 

terkontrol yang 

ditindak lanjuti

Jumlah 

Penyandang 

Hipertensi Tidak 

terkontrol  yang 

ditindak lanjuti 

dibagi Jumlah 

selurh Penderita 

Hipertensi   yang 

ditindak lanjuti x 

100

Jumlah penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan 

pelayanan sesuai 

standar dan 

ditindaklanjuti.( 

Hipertensi 

ditindaklanjuti 

yaitu Kondisi 

penderita 

hipertensi yang 

tekanan darahnya 

tidak terkontrol, 

tetap tinggi atau 

21207 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi Sesuai 

Standar

Jumlah 

Penderita 

Hipertensi 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar  

Jumlah Penderita 

Hipertensi yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan Sesuai 

Standar  

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Penderita 

Hipertensi adalah 

serangkaian kegiatan 

yang ditujukan untuk 

peningkatan sumber daya 

kesehatan, pengelolaan 

upaya promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif, 

serta monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan pelayanan 

kesehatan Penderita 

Hipertensi sesuai standar 

Orang   39.592 

Angka 

populasi  

bebas 

Penyakit  

Menular 

(PM)  (%)

Persentase 

PKM yang 

Mencapai 

Eliminasi 

Malaria,

Cakupan OD 

HIV 

ditemukan 

dan mulai 

pengobatan 

ARV min 

90%

Angka 

Keberhasilan 

Persentase PKM 

yang Mencapai 

Eliminasi Malaria,

Cakupan OD HIV 

ditemukan dan 

mulai pengobatan 

ARV min 90%

Angka 

Keberhasilan 

Pengobatan TBC 

>90%(dari 3 

indikator ini 

masing2 indikator 

dicari persentase) 

14% Persentase 

penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar.

Jumlah Penderita 

Hipertensi usia ≥ 

15 tahun didalam 

wilayah kerjanya 

yang mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar dalam 

kurun waktu satu 

tahun dibagi 

jumlah estimasi 

penderita 

hipertensi usia ≥ 

15 tahun yang 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi 

adalah 

serangkaian 

kegiatan yang 

ditujukan 

untuk 

peningkatan 

sumber daya 

kesehatan, 

pengelolaan 

100,00% Jumlah penyadang 

Hipertensi yang 

terkendali

jumlah penderita 

hipertensi yang 

tekanan darahnya 

normal < 140/90 

mmHg

Jumlah penderita 

hipertensi yang 

ditindak lanjuti  

tekanan darahnya < 

140/90 mmHg 

(sudah normal) 

pada kunjungan 

klinis terakhir 

(tidak termasuk 

yang baru 

didiagnosis dengan 

masa pengobatan 

kurang dari 3 

bulan pada periode 

13.036

80% Jumlah 

Penyandang 

Diabetes Militus 

Tidak terkontrol 

yang ditindak 

Jumlah 

Penyandang DM 

Tidak terkontrol  

yang ditindak 

lanjuti dibagi 

Jumlah penderita 

diabetes melitus 

yang mendapatkan 

pelayanan sesuai 

standar dan 

698 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Diabetes 

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Jumlah    

Penderita    

Diabetes    

Melitus    

yang 

Jumlah    

Penderita    

Diabetes    Melitus    

yang Mendapatkan    

Pelayanan    

Orang     1.164 

Jumlah penyadang 

Diabetes Militus 

yang terkendali

jumlah penderita 

DM yang gula 

darahnya sudah 

normal normal 

terkendali 

berdasarkan target 

global HbA1C < 7% 

Penderita DM yang 

gula darahnya 

sudah normal 

terkendali 

berdasarkan target 

global HbA1C < 7% 

atau gula darah 

453

Angka 

keberhasilan 

pengobatan TB

Jumlah semua 

kasus TB yang 

sembuh dan 

pengobatan 

lengkap / semua 

Jumlah kasus 

TB SO, TB 

klinis, TB anak, 

ekstra paru 

yang sembuh 

90,00% Insidensi 

Tuberkulosis

Insidensi TBC = 

(Jumlah semua 

kasus TBC pada 

waktu tertentu / 

jumlah penduduk 

Jumlah kasus TBC 

(termasuk kasus 

TBC pada orang 

yang hidup dengan 

TBC) yang muncul 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Orang Terduga 

Jumlah  

Orang  

Terduga  

Menderita  

Tuberkulosis 

Jumlah  Orang  

Terduga  

Menderita  

Tuberkulosis yang 

Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis adalah 

Setiap orang terduga 

Tuberkulosis (TBC) 

Orang 3480

Cakupan 

penemuan 

kasus TB

 Jumlah semua 

kasus TBC 

ditemukan yang 

dilaporkan/perkira

an jumlah semua 

Jumlah semua 

kasus TBC 

ditemukan 

yang dilaporkan

               73 

Insiden HIV Insidensi HIV = 

(Jumlah infeksi 

baru HIV yang 

terjadi pada 

populasi / jumlah 

penduduk yang 

belum terkena 

infeksi HIV dalam 

Jumlah infeksi 

baru HIV yang 

terjadi pada 

popoulasi 

selama periode 

waktu tertentu 

per 1000 

populasi tidak 

0,02 Jumlah penemuan 

dan pengobatan 

kasus baru yang 

ditemukan dan 

diobati HIV (ODHA 

on ART)

Jumlah kasus HIV 

yang ditemukan 

dan mendapatkan 

ARV/Jumlah 

seluruh kasus HIV 

yang ditemukan

Jumlah orang 

dengan HIV yang 

baru ditemukan 

masuk dalam

layanan tes dan 

pengobatan  yang 

memulai terapi 

Antiretro virus 

3 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang dengan 

Risiko 

Terinfeksi HIV

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan bagi 

Orang  Terduga 

HIV Sesuai 

Standar

Jumlah 

Orang yang 

beresko 

terinfeksi HIV 

yang 

mendapatkan 

pelayanan 

sesuai 

Jumlah Orang 

yang beresko 

terinfeksi HIV yang 

mendapatkan 

pelayanan sesuai 

standar

Skrining orang dengan 

risiko terinfeksi virus 

yang melemahkan sistem 

kekebalan tubuh manusia 

adalah pemeriksaan HIV 

terhadap populasi berisiko 

agar orang tersebut dapat 

mengetahui status 

Orang 2344

Cakupan terduga 

malaria yang 

mendapatkan 

pelayanan malaria

Jumlah orang 

terduga malaria 

yang dilakukan 

pemeriksaan 

malaria (daerah 

migrasi, reseptif, 

dan ibu hamil) / 

jumlah sasaran x 

Orang yang 

beresiko malaria 

yang dilakukan 

pemeriksaan 

malaria (daerah 

migrasi, ibu hamil 

dan reseptif)

100% Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

malaria

Terlaksananya 

Pelayanan 

Kesehatan  

Penyakit  

Menular  dan 

Tidak Menular

Jumlah orang 

yang 

mendapat 

pelayanan 

kesehatan 

malaria

Jumlah orang yang 

mendapat 

pelayanan 

kesehatan malaria

Semua Belanja 

pengadaan/penyediaan/p

elaksanaan: BMHP, Obat, 

Alat, Biaya Operasional 

untuk melaksanakan 

promosi, pencegahan, 

melayani orang dengan 

Malaria (sejak berisiko 

orang 1416

persentase pkm 

dengan   Insiden 

Rate (IR) DBD ≤ 10 

per

pkm yang 

mempunyai IR DBD 

≤ 10 per 100.000 

penduduk dibagi 

jumlah pkm yang 

Persentase pkm 

yang mempunyai IR 

DBD ≤ 10 per 

100.000 penduduk 

(Permenkes  nomor 

75 Terlaksananya 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak 

9

Persentase Gigitan 

Hewan Penular 

Rabies (GHPR) yang 

ditindaklanjuti

Jumlah GHPR yang 

ditindak lanjuti 

sesuai standar 

(Pemberian vaksin) 

/ dengan jumlah 

jumlah laporan 

GHPR yang telah 

dilakukan 

ditindaklanjuti 

(pemeriksaan 

100%

100% Jumlah popupasi 

beresiko yang 

dilakukan 

screening hepatitis 

Jumlah orang yang 

beresiko Hepatitis B 

dan atau Hepatitis C 

/ seluruh sasaran 

Jumlah populasi 

beresiko yang 

dilakukan 

screening Hepatitis 

3469

Persentase  

pengobatan kasus 

penemoni sesuai 

standar

Jumlah kasus balita 

pneumonia yang 

diberi pengobatan 

antibiotik / seluruh 

kasus pneumonia 

kasus pneumonia 

pada balita (usia 

0–59 bulan) yang 

mendapat 

pengobatan sesuai 

100%

Persentase 

pengobatan kasus 

diare sesuai standar

Jumlah balita diare 

yang diobati sesuai 

standar / seluruh 

balita diare yang 

kasus diare pada 

balita (usia 0–59 

bulan) yang 

mendapat 

100%

Jumlah Kusta Baru 

Tanpa Cacat

Jumlah kasus kusta 

baru tanpa cacat / 

jumlah kasus kusta 

baru keseluruhan x 

kasus baru kusta 

yang ditemukan 

dan ditegakkan 

diagnosisnya pada 

100%

Prevalensi 

Obesitas >18 

tahun

Jumlah penduduk 

umur >18 tahun 

yang hasil 

pengukuran IMT 

≥27 , dibagi 

persentase 

jumlah 

penduduk 

umur >18 

tahun dengan 

1,73% Persentase 

puskesmas yang 

melaksanakan 

skrining obesitas 

dalam kurun waktu 

Jumlah puskesmas  

yang melaksanakan 

skrining obesitas / 

seluruh jumlah 

puskesmas X 100

Jumlah puskesmas 

yang 

melaksanakan 

skrining obesitas 

100

Persentase 

merokok pada 

penduduk usia 

10-21 tahun

Jumlah penduduk 

umur 10-21 tahun 

yang merokok 

dibagi jumlah 

semua penduduk 

umur 10-21 tahun 

Persentase 

merokok pada 

penduduk usia 

10-21 tahun 

adalah 

perbandingan 

5,52% Follow Up UBM Jumlah yang 

dilakukan Follow 

Up UBM/ Semua 

penduduk usia 10-

21 Tahun yang 

merokok kurun 

kegiatan 

tindaklanjut dari 

program  upaya 

berhenti merokok 

yang bertujuan 

untuk 

7%

Cakupan 

Penyakit 

Menular 

Langsung

Jumlah kasus 

penyakit menular 

langsung yang 

ditemukan / yang 

ditindak lanjuti 

*100%

Penyakit 

menular 

langsung 

adalah penyakit 

yang ditularkan 

dari orang ke 

orang dengan 

penderita atau 

sumber infeksi 

tanpa perantara, 

antara lain: 

Hepatitis, Diare, 

Ispa dan Kusta

Pelayanan 

Kesehatan 

Penyakit 

Menular dan 

Tidak Menular

Jumlah  

Dokumen  

Hasil  

Pelayanan  

Kesehatan 

Penyakit 

Menular dan 

Tidak 

Menular

Jumlah  Dokumen  

Hasil  Pelayanan  

Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

Pengelolaan pelayanan 

kesehatan penyakit 

menular dan tidak 

menular adalah upaya 

yang dilakukan mulai 

dari perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi pelayanan 

pencegahan dan 

Dokum

en

Cakupan 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Menular Tular 

Vektor dan 

Zoonotik

Jumlah penyakit 

Menular Tular 

Vektor dan 

Zoonotik yang 

ditemukan / 

ditindaklanjuti 

(DBD + Rabies + 

Malaria)/ 3 * 100%

Cakupan 

pelayanan 

Penyakit 

bersumber 

vektor dan 

zonotik (DBD, 

Malaria, Rabies)

100%

228

Jumlah Dokumen 

Pengendalian dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan Apotek, 

Toko Obat, Toko 

Alat Kesehatan, 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Apotek adalah sarana 

pelayanan kefarmasian 

tempat dilakukan praktek 

kefarmasian oleh 

Apoteker.

Toko Obat adalah sarana 

yang memiliki izin untuk 

menyimpan obat bebas 

dan obat bebas terbatas 

untuk dijual secara 

eceran

Toko Alat Kesehatan 

adalah kegiatan usaha 

yang melakukan kegiatan 

penyerahan Alat 

Kesehatan secara eceran

DM dalam 

pengendalian

Jumlah individu 

dengan diabetes 

dengan kontrol 

glikemik 

terkendali 

berdasarkan target 

global HbA1C < 7% 

atau gula darah 

preprandial kapiler 

80-130 mg/dl atau 

gula darah 2 PP 

kapiler < 180 

Persentase 

individu 

dengan 

diabetes 

dengan kontrol 

glikemik 

terkendali 

berdasarkan 

target global 

HbA1C < 7% 

atau gula darah 

preprandial 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus adalah 

serangkaian kegiatan 

yang ditujukan untuk 

peningkatan sumber daya 

kesehatan, pengelolaan 

upaya promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif, 

serta monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan pelayanan 

Pemberian Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Terwujudnya  Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

yang Aman dan 

bermutu

Pengendalian 

dan 

Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan 

Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional 

(UMOT)

Terlaksananya 

Pengendalian 

dan Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan Apotek, 

Toko Obat, Toko 

Alat Kesehatan, 

dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat 

Tradisional 

(UMOT)

Jumlah 

Dokumen 

Pengendalia

n dan 

Pengawasan 

serta Tindak 

Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan 

Apotek, Toko 

Obat, Toko 

Alat 

Kesehatan, 

dan Optikal, 

Usaha Mikro 

Obat 

Tradisional 

(UMOT)



Persentase  

menyelenggara

kan Skrining 

kolesterol pada 

80% 

Puskesmas yang 

cakupan skrining 

kolesterol Minimal 

80% / Jumlah 

seluruh Puskesmas 

persentase 

puskesmas 

yang 

melaksanakan 

skrining 

79% Jumlah penyandang  

DM,HT dan Obesitas 

yang mendapatkan 

pemeriksaan 

kolesterol (30%)

Jumlah total  

penyandang  DM,HT 

dan Obesitas yang 

mendapatkan 

pemeriksaan 

penderita 

DM,HT,Obesitas 

yang mendapakan 

pemeriksaan 

kolesterol

          11.877 

Desa / Kelurahan 

mencapai Stop 

Buang Air Besar 

Sembarangan

Jumlah Desa / 

Kelurahan  yang 

telah terverifikasi 

100% Kepala 

Keluarga Stop 

Desa / Kelurahan  

yang telah 

terverifikasi 100% 

Kepala Keluarga 

Stop Buang Air 

100

Desa / Kelurahan 

dengan Kepala 

Keluarga 

berperilaku Cuci 

Tangan Pakai 

Jumlah Desa / 

Kelurahan 75% 

Kepala Keluarga 

berperilaku Cuci 

Tangan Pakai 

Desa / Kelurahan 

75% Kepala 

Keluarga 

berperilaku Cuci 

Tangan Pakai 

13

Desa / Kelurahan 

dengan Kepala 

Keluarga yang 

melakukan 

pengelolaan air 

 Jumlah Desa / 

Kelurahan 75%  KK 

melakukan 

pengelolaan air 

minum dan 

Desa / Kelurahan 

75%  KK 

melakukan 

pengelolaan air 

minum dan 

13

Desa / Kelurahan 

dengan Kepala 

Keluarga yang 

melakukan 

pengelolaan sampah

Jumlah Desa / 

Kelurahan 75% KK 

melakukan 

pengelolaan sampah 

rumah tangga   

Desa / Kelurahan 

75% KK melakukan 

pengelolaan 

sampah rumah 

tangga.  (Sumber : 

13

Desa / Kelurahan 

dengan Kepala 

Keluarga yang 

melakukan 

pengelolaan limbah 

Jumlah Desa / 

Kelurahan 75% KK 

melakukan 

pengelolaan limbah 

cair domestik 

Desa / Kelurahan 

75% KK melakukan 

pengelolaan limbah 

cair domestik 

rumah tangga.  

13

Persentase tempat 

pengolahan pangan 

siap saji memenuhi 

syarat

Jumlah komulatif 

tempat pengelolaan 

pangan siap saji 

memenuhi syarat / 

jumlah TPP siap saji 

70% Tempat 

Pengelolaan 

Pangan siap saji 

(Restorant, Rumah 

makan, Jasa Boga, 

89

Persentase Tempat 

Makanan Jajanan 

memenuhi syarat

Jumlah komulatif 

tempat makanan 

jajanan memenuhi 

syarat / tempat 

makanan jajanan 

70% Tempat 

Makanan Jajanan 

memenuhi syarat 

meliputi hasil 

inspeksi kesehatan 

84

Persentase 

Kualitas 

kesehatan 

lingkungan 

memenuhi 

Desa/keluraha

n dengan 

kualitas air 

minum, 

kualitas 

100% Persentase Sarana 

Air Minum dengan 

Kualitas Air Minum 

Memenuhi syarat

Jumlah komulatif 

Sarana Air Minum 

dengan kualitas air 

minum memenuhi 

syarat / jumlah 

70% Sarana air 

minum dengan 

kualitas air minum 

memenuhi syarat 

(pemeriksaan E-

70%

Persentase 

Pemenuhan 

Kabupaten Kota 

Sehat Tatatan 

Kesehatan

Jumlah komulatif 

capaian nilai 

minimal 70% untuk 

tatanan KKS 

(Fasilitas umum MS 

Capaian nilai 

minimal 70% 

untuk  tatanan KKS 

(nilai 30%  fasilitas 

umum prioritas 

100% Penyelenggara

an 

Kabupaten/Kot

a Sehat

Terselenggaranya 

Kabupaten/Kota 

Sehat

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penyelenggar

aan 

Jumlah Dokumen 

Hasil 

Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota 

Sehat

penyelenggaraan 

kab/kota sehat adalah 

jumlah kab/kota yang 

melaksanakan seluruh 

tatanan, memiliki SK Tim 

Dokum

en

2

Cakupan 

Desa/keluraha

n Universal 

Child 

Immunization 

(UCI)

Jumlah 

desa/Kelurahan yg 

mencapai UCI 

dibagi jumlah 

seluruh desa x 

100%

Desa/keluraha

n dengan >80% 

bayi usia 

dibawah 1 

tahun telah 

mendapatkan 

80% Cakupan imunisasi 

MR 1 pada bayi

Cara Perhitungan 

(Formula) :

Jumlah bayi usia 0-

11 bulan yang 

mendapatkan 

imunisasi MR 1 di 

Definisi 

Operasional :                                                

Persentase bayi (0-

11 bulan) yang 

mendapatkan 

imunisasi MR 1 di 

88% Pengelolaan 

Layanan 

Imunisasi

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Layanan 

Imunisasi

Jumlah 

Dokumen 

hasil 

Pengelolaan 

Layanan 

Imunisasi

Jumlah Dokumen 

hasil Pengelolaan 

Layanan Imunisasi

Pengelolaan imunisasi 

merupakan kegiatan yang 

wajib dilakukan oleh 

setiap fasyankes untuk 

memastikan bahwa 

cakupan imunisasi tinggi 

Dokum

en

1

Cakupan 

Imunisasi Bayi 

Lengkap

Jumlah bayi usia 0-

11 bulan yang 

mendapatkan 

imunisasi lengkap 

di suatu wilayah 

dalam kurun 

waktu tertentu 

Persentase bayi 

(0-11 bulan) 

yang 

mendapatkan 

imunisasi 

lengkap di 

suatu wilayah 

85,00% Cakupan imunisasi 

Antigen baru

Cara Perhitungan 

(Formula) :

Jumlah bayi usia 0 – 

11 bulan yang 

mendapat 2 dosis 

imunisasi PCV 

ATAU 3 dosis 

Definisi 

Operasional :

Persentase bayi (0 – 

11 bulan) yang 

mendapat 2 dosis 

imunisasi PCV

atau 3 dosis 

71%

Cakupan Imunisasi 

HPV

Cara Perhitungan :                                                        

Jumlah anak 

perempuan usia 

kelas 5 Sekolah 

Dasar (SD)/ 

sederajat 

mendapatkan 

Definisi 

Operasional :                                              

Persentase anak 

perempuan usia 

kelas 5 Sekolah 

Dasar (SD)/ 

sederajat

90%

Cakupan imunisasi 

lengkap pada 

baduta

Cara Perhitungan 

(Formula) :

Jumlah anak usia 

12 - 23 bulan yang 

sudah mendapatkan 

imunisasi baduta 

Definisi 

Operasional :                                              

Persentase anak 

usia 12 - 23 bulan 

yang sudah 

mendapatkan 

75%

Cakupan imunisasi 

di usia sekolah 

dasar

Cara Perhitungan 

(Formula) :

Jumlah anak usia 

kelas 5 Sekolah 

Dasar (SD)/ 

sederajat yang 

sudah mendapat 

Definisi 

Operasional :                                                     

Persentase anak 

usia kelas 5 

Sekolah Dasar (SD)/ 

sederajat yang 

sudah mendapat 

90%

Cakupan status 

imunisasi t2+ pada 

wanita usia subur 

(WUS)

Cara Perhitungan 

(Formula) :

Jumlah ibu hamil 

yang memiliki 

status imunisasi 

T2+ (berdasarkan 

hasil skrining

maupun pemberian 

Definisi 

Operasional :

Persentase ibu 

hamil yg sudah 

memiliki status 

imunisasi T2+ di 

satu

wilayah dalam 

71%

Persentase 

Fasyankes 

yang 

melakukan 

respons KLB / 

wabah (PE, 

Fasyankes  yang 

melakukan dan 

mencapai 2 target 

upaya dibagi 

dengan Jumlah  

fasyankes di kali 

Fanyankes 

yang 

melakukan: 1. 

Deteksi dini 

dan respon 

penyakit 

78,6% Persentase 

fasyankes yang 

telah terintegrasi 

dalam sistem 

informasi 

Surveilans Berbasis 

Cara Perhitungan 

(Formula) : Jumlah 

fasyankes yang 

meliputi puskesmas, 

klinik, lab dan 

rumah sakit yang 

Definisi 

Operasional :                     

Persentase 

fasyankes yang 

meliputi 

laboratorium 

75,0% Pengelolaan 

Surveilans 

Kesehatan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Surveilans 

Kesehatan

Jumlah 

Dokumen 

hasil 

Pengelolaan 

Surveilans 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

hasil Pengelolaan 

Surveilans 

Kesehatan

Surveilans adalah 

kegiatan yang di mulai 

dari pengumpulan data, 

pengolahan, analisis data 

dan interpretasi yang 

menjadi satu informasi 

Dokum

en 

1

Persentase 

Fasyankes yg 

merespon 

peringatan dini KLB 

(alert system) 

Cara Perhitungan 

(Formula) :           

Jumlah fasyankes 

yg merespon alert > 

80% dibagi jumlah 

Definisi 

Operasional :                    

 Alert penyakit 

potensial KLB yang 

mendapat respon 

85% Pelaksanaan    

Kewaspadaan   

Dini dan 

Respon Wabah

Terlaksananya            

Kewaspadaan 

Dini dan Respon 

Wabah

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pelaksanaan 

Kewaspadaan 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pelaksanaan 

Kewaspadaan Dini 

dan Respon Wabah

Kewaspadaan Dini Wabah 

adalah keawspadaan 

terhadap kemungkinan 

terjadinya KLB/Wabah dg 

cara melakukan 

Dokum

en 

1

Persentase 

Spesimen yang 

adekuat

Cara Perhitungan 

(Formula) :            

Jumlah Spesimen 

yang adekuat dibagi 

jumlah spesimen 

yang diambil x 

Definisi 

Operasional :                     

Spesimen tinja 

untuk kasus AFP 

dikategorikan 

adekuat apabila :

100% Pengambilan 

dan 

Pengiriman 

Spesimen 

Penyakit 

Potensial KLB 

Terdistribusinya 

Spesimen 

Penyakit 

Potensial 

Kejadian Luar 

Biasa (KLB) ke 

Jumlah  

Spesimen  

Penyakit  

Potensial  

Kejadian 

Luar Biasa 

Jumlah  Spesimen  

Penyakit  Potensial  

Kejadian Luar 

Biasa (KLB) ke 

Laboratorium

Rujukan/Nasional 

Pengambilan dan 

Pengiriman Spesimen 

Penyakit Potensial KLB ke 

Lab Rujukan/Nasional 

adalah pengambilan dna 

pengiriman spesimen 

Spesim

en

13

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Penduduk 

pada Kondisi 

Kejadian Luar 

Biasa (KLB)

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk  pada  

Kondisi  Kejadian 

Luar Biasa (KLB) 

Sesuai Standar

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

bagi 

Penduduk 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Pelayanan kesehatan bagi 

setiap orang yang 

terdiagnosis penyakit 

penyebab KLB dan orang 

yang berisiko (orang yang 

mempunyai risiko tertular 

penyakit penyebab KLB) 

pada situasi KLB (Kriteria 

Dokum

en 

1

Investigasi 

Awal Kejadian 

Tidak 

Diharapkan 

(Kejadian 

Ikutan Pasca 

Imunisasi dan 

Terlaksananya 

Investigasi Awal 

Kejadian Tidak 

Diharapkan 

(Kejadian Ikutan 

Pasca Imunisasi 

dan Pemberian 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Investigasi 

Awal 

Kejadian 

Tidak 

Diharapkan 

Jumlah Laporan 

Hasil Investigasi 

Awal Kejadian 

Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan 

Pasca Imunisasi 

dan Pemberian 

Investigasi Lanjutan 

Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi adalah 

pelacakan kasus KIPI 

untuk mencari penyebab 

kasus KIPI / memastikan 

itu adalah KIPI atau 

Lapora

n 

2

Persenarse 

Puskesmas Yang 

memilki Tim 

Manajemen Krisis 

Kesehatan (IMT)

Cara Perhitungan 

(Formula) :            

Puskesmas yg 

memiliki Tim 

Manajemen Krisis 

Kesehatan (IMT) 

dibagi jumlah 

seluruh puskesmasl 

Definisi 

Operasional :              

Krisis kesehatan 

merupakan 

peristiwa atau 

rangkaian peristiwa 

yang 

mengakibatkan 

100% Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk 

Terdampak 

Krisis 

Kesehatan 

Akibat 

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk 

Terdampak  Krisis 

Kesehatan Akibat 

Bencana 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

bagi 

Penduduk 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk 

Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat 

Bencana dan/atau 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat 

Bencana dan/Atau 

Berpotensi Bencana 

adalah upaya pengelolaan 

krisis kesehatan di 

Dokum

en 

1

Persentase 

Jemaah Haji 

yang 

mendapatkan 

Rekomendasi 

Istitohah Haji

Jumlah yang 

mendapatkan 

Istitohah Haji 

/Jumlah Jemaah 

Haji yang 

mendapatkan 

Jemaah haji 

dinyatakan 

istitaah secara 

kesehatan 

setelah melalui 

serangkaian 

100% Persentase Jemaah 

Haji yang 

mendapatkan 

Pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

Jumlah Jemaah Haji 

yang mendapatkan 

pelayanan standar / 

jumlah jemaah haji 

x 100%

Pelayanan 

Kesehatan jemaah 

haji sesuai standar 

terdiri atas : 

pemeriksaan medis, 

pemeriksaan 

100% Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Haji

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Haji

Jumlah 

dokumen 

hasil 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah dokumen 

hasil Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Haji

Pelayanan Kesehatan Haji 

adalah upaya kesehatan 

dalam bentuk kuratif dan 

rehabilitatif, dilakukan 

kepada Jemaah Haji pada 

seluruh tahap 

Dokum

en 

1

Desa / Kelurahan 

dengan 70% 

Sarana air minum 

dengan kualitas air 

minum memenuhi 

syarat, 70% 

kualitas pangan 

memenuhi syarat, 

dan 30% tempat 

Persentase 

tempat 

pengelolaan 

pangan 

memenuhi 

syarat

Jumlah komulatif 

tempat pengelolaan 

pangan memenuhi 

syarat / jumlah 

TPP terdaftar x 

100%

70% Tempat 

Pengelolaan 

Pangan (TPP) 

memenuhi 

syarat 

pengelolaan 

pangan 

meliputi  hasil 

inspeksi 

85,4%

Dokum

en

6Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan

Kesehatan Lingkungan 

adalah upaya pencegahan 

penyakit dan/atau 

gangguan kesehatan dari 

faktor risiko lingkungan 

untuk mewujudkan 

kualitas lingkungan yang 

sehat baik dari aspek fisik, 

kimia, biologi, maupun 

sosial. Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan adalah 

Pelaksanaan koordinasi, 

pemantauan dan evaluasi 

kegiatan penyehatan 

lingkungan dalam rangka 

pengendalian dan 

pencegahan penyakit 1) 

Peraturan pemerintah No 

66 Tahun 2014 tentang 

kesehatan lingkungan 2) 

Permenkes No. 14 Tahun 

2021 ttg Standar Kegiatan 

Usaha dan Produk Pada 

Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko Sektor 

Kesehatan 3) Kepmenkes 

No 1429 Tahun 2006 ttg 

Pedoman 

Penyelenggaraan 

Kesehatan LIngkungan 

Sekolah 4) Permen LHK 

P.56/Menlhk-

Sekjen/2015 tentang Tata 

Cara dan Persyaratan 

Teknis Pengelolaan 

11,11Persentase 

Desa/Keluraha

n Sanitasi Total 

Berbasis 

Masyarakat

Jumlah 

desa/kelurahan 

yang telah 100% 

KK terverifikasi 

Stop Buang Air 

Besar 

Sembarangan di 

tempat terbuka, 

dan 75% KK 

mengimplementasi

kan minimal 3 

pIlar lainnya / 

jumlah selurh desa 

kelurahan x 100%

Desa/keluraha

n yang telah 

100% KK 

terverifikasi 

Stop Buang Air 

Besar 

Sembarangan di 

tempat terbuka, 

dan 75% KK 

minimal 

mengimplement

asikan 3 pilar 

lainnya (CTPS, 

PAMMRT, PSRT, 

PLCDRT) 

(Sumber : RIBK)



Cakupan 

layanan upaya 

kesehatan jiwa 

masyarakat

Jumlah   Orang   

yang   

Mendapatkan   

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan Gangguan  

Jiwa Berat Sesuai 

Standar + ODMK  

Sesuai Standar / 

Jumlah   sasaran 

Orang   dengan 

Gangguan  Jiwa 

Berat + ODMK x 

Orang dengan 

gangguan jiwa 

berat (ODGJ) 

dan orang 

dengan 

masalah 

kejiwaan 

(ODMK) 

mendapatkan 

pelayanan 

sesuai standar.

100% Persentase 

penyandang 

gangguan jiwa yang 

memperoleh 

layanan kesehatan 

jiwa

Jumlah penyandang 

gangguan jiwa  yang 

memperoleh 

layanan kesehatan 

jiwa dibagi jumlah 

seluruh  

penyandang 

gangguan jiwa 

dikali 100

Jumlah 

penyandang 

gangguan jiwa  

yang memperoleh 

layanan kesehatan 

jiwa

100% Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang dengan 

Gangguan Jiwa 

Berat

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan 

Gangguan Jiwa 

Berat Sesuai 

Standar

Jumlah   

Orang   yang   

Mendapatkan   

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang 

dengan 

Gangguan  

Jiwa Berat 

Sesuai 

Standar

Jumlah   Orang   

yang   

Mendapatkan   

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan Gangguan  

Jiwa Berat Sesuai 

Standar

Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan 

Jiwa Berat adalah upaya 

pelayanan kesehatan 

meliputi promotive, 

preventif , kuratif dan 

rehabilitative sesuai 

standar yang diberikan 

kepada penderita 

gangguan jiwa berat 

Orang Dengan Gangguan 

Jiwa disingkat ODGJ 

adalah orang yang 

Orang 284

Prevalensi 

Depresi pada 

usia ≥ 15 tahun

Jumlah ART umur 

15 tahun ke atas 

yang saat ini 

mengalami 

gangguan depresi 

(menurut MINI) 

Perbandingan 

antara jumlah 

ART umur 15 

tahun ke atas 

yang saat ini 

mengalami 

0,014 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang dengan 

Masalah 

Kesehatan Jiwa 

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan Masalah 

Kejiwaan (ODMK)

Jumlah 

Orang 

dengan 

Masalah 

Kejiwaan 

(ODMK) yang 

Jumlah Orang 

dengan Masalah 

Kejiwaan (ODMK) 

yang Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Masalah 

Kesehatan Jiwa adalah 

upaya pelayanan 

kesehatan meliputi 

promotive, preventif , 

Orang        140 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

dan NAPZA

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

dan 

Jumlah 

Penyalahgun

aan NAPZA 

yang 

Mendapatkan

Jumlah 

Penyalahgunaan 

NAPZA yang 

Mendapatkan

Pelayanan 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 

Kecanduan NAPZA adalah 

pengelolaan pelayanan 

kesehatan berupa 

Orang 14

Deteksi Dini 

Penyalahgunaa

n NAPZA di 

Fasyankes dan 

Sekolah

Terlaksananya 

Deteksi Dini 

Penyalahgunaan 

NAPZA di 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah 

Orang yang 

Menerima 

Layanan 

Deteksi Dini 

Penyalahgun

aan NAPZA di 

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Layanan Deteksi 

Dini 

Penyalahgunaan 

NAPZA di Fasilitas 

Pelayanan 

Deteksi dini 

Penyalahgunaan NAPZA 

adalah upaya mengenali 

segala faktor yang dapat 

mencetuskan seseorang 

mengalami gangguan 

penyalahgunaan narkoba, 

Orang     6.348 

3. 

Meningkatn

ya  standar 

tenaga 

kesehatan 

di fasilitas 

kesehatan

Rasio Nakes 

dan Named 

Terhadap 

Populasi

Jumlah 

dokter, 

perawat dan 

bidan yang 

teregistrasi / 

jumlah 

penduduk X 

1000

Rasio Standar 5,4 

:1000

dokter 1:1000

perawat 2,4 : 1000

bidan 2 :1000 ( Dok 

Target Rasio Nakes 

direktorat 

Perencanaan Kes 

dirjen nakes 2022)

≥ 5.4 per 

1000 

pendudu

k

Program  

Peningkatan  

Kapasitas  

Sumber  Daya  

Manusia 

Kesehatan 

Meningkatkan 

kuantitas, 

kualitas dan 

pemerataan SDM 

Kesehatan

Persentase 

Puskesmas 

dengan SDMK 

sesuai standar

jumlah Puskesmas 

teregistrasi dan 

laik operasional yg 

memenuhi standar 

minimal jenis dan 

jumlah SDMK 

berdasarkan 

lingkup pelayanan 

fasyankes (ranap 

dan non ranap)dan 

klasifikasi  wilayah 

(perkotaan dan non 

perkotaan) untuk 

persentase 

puskesmas 

teregistrasi dan 

laik operasional 

yg memenuhi 

standar 

minimal jenis 

dan jumlah 

SDMK 

berdasarkan 

lingkup 

pelayanan 

57 Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

untuk UKP dan 

UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota

Terwujudnya 

penyediaan 9 jenis 

tenaga yang 

dipersyaratkan di 

Puskesmas

Jumlah Puskesmas 

memiliki 9 Jenis 

Tenaga

perbandingan 

jumlah puskesmas 

yg memenuhi 9 

jenis ketenagaan 

(Dokter,dokter gigi, 

bidan,perawat,ATLM

,Tenaga Gizi, 

Promkes,kesling,kef

armasian)yang 

terigistrasi 

berdasarkan standar 

kebutuhan minimal 

puskesmas 

perbandingan 

jumlah puskesmas 

yg memenuhi 9 

jenis ketenagaan 

(Dokter,dokter gigi, 

bidan,perawat,ATL

M,Tenaga Gizi, 

Promkes,kesling,ke

farmasian)yang 

terigistrasi 

berdasarkan 

standar kebutuhan 

minimal puskesmas 

8 Perencanaan 

dan Distribusi 

serta 

Pemerataan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

Hasil 

Perencanaan dan 

Distribusi serta 

Pemerataan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Perencanaan 

dan 

Distribusi 

serta 

Pemerataan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

Hasil Perencanaan 

dan Distribusi 

serta Pemerataan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan

Jumlah Dokumen = Σ 

(Semua Dokumen 

Perencanaan yang Telah 

Diselesaikan dan 

Disahkan)

Dokumen-dokumen ini 

adalah output formal dari 

proses perencanaan SDM 

Kesehatan.meliputi:

• Rencana Strategis 

(Renstra) SDM Kesehatan 

(untuk 5 tahun)

• Rencana Kerja (Renja) 

Dokumen 1

Persentase RS 

pemerintah 

dengan dokter 

spesialis sesuai 

standar

Perbandingan 

jumlah RS 

Pemerintah  yang 

memenuhi 4 jenis 

spesialis dasar (sp. 

Anak, sp obgyn, 

sp.bedah, sp.peny 

dalam) dan 3 

spesialis 

penunjang 

(sp.anastesi, 

sp.radiologi, 

sp.patologi klinik) 

Jumlah RS 

Pemerintah  

yang memenuhi 

4 jenis spesialis 

dasar (sp. Anak, 

sp obgyn, 

sp.bedah, 

sp.peny dalam) 

dan 3 spesialis 

penunjang 

(sp.anastesi, 

sp.radiologi, 

sp.patologi 

100 Pemenuhan 

Kebutuhan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan 

sesuai Standar

Jumlah Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan yang 

Memenuhi    

Standar    di    

Fasilitas    

Pelayanan 

Kesehatan 

(Fasyankes)

Jumlah 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan 

yang 

Memenuhi    

Standar    di    

Fasilitas    

Pelayanan 

Kesehatan 

(Fasyankes)

Jumlah Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan yang 

Memenuhi    

Standar    di    

Fasilitas    

Pelayanan 

Kesehatan 

(Fasyankes)

Jumlah SDM yang 

Memenuhi Standar = Σ 

(Setiap tenaga kesehatan 

yang memenuhi semua 

kriteria standar (yang 

memiliki SIP aktif))

DO:

Sumber daya manusia 

kesehatan adalah tenaga 

kesehatan (termasuk 

tenaga kesehatan 

strategis) dan tenaga 

Orang 412

Rasio dokter 

per satuan 

penduduk

Jumlah dokter 

yang teregistrasi / 

jumlah penduduk 

X 1000

Rasio dokter 

terhadap jumlah 

penduduk 

mengukur 

jumlah tenaga 

0,27 Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Manusia 

Jumlah    

Dokumen    Hasil    

Perencanaan    

dan Distribusi    

serta    

Jumlah    

Dokumen    

Hasil    

Perencanaan    

dan 

Jumlah    

Dokumen    Hasil    

Perencanaan    

dan Distribusi    

serta    Pemerataan    

Jumlah Dokumen = Σ 

(semua dokumen 

perencanaan SDM 

Kesehatan yang resmi dan 

disahkan dalam periode 

Dokumen 2

Rasio dokter 

gigi per satuan 

penduduk

Jumlah dokter gigi 

yang teregistrasi / 

jumlah penduduk 

X 1000

Rasio dokter 

gigi terhadap 

jumlah 

penduduk 

mengukur 

jumlah tenaga 

dokter gigi yang 

0,08 Pengembangan 

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Meningkatnya 

tenaga kesehatan 

yang memiliki 

kompetensi teknis

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

memiliki 

kompetensi teknis 

sesuai standar

jumlah tenaga 

kesehatan dengan 

kompetensi teknis 

sesuai standar 

dibandingkan 

dengan jumlah total 

tenaga kesehatan di 

Jumlah tenaga 

kesehatan (Nakes) 

yang telah lulus uji 

kompetensi atau 

memiliki sertifikat 

kompetensi yang 

masih berlaku dari 

700 Pengembangan 

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Teknis Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Jumlah Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang 

Ditingkatkan 

Jumlah 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan 

Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/K

Jumlah Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang Ditingkatkan 

Mutu dan 

Jumlah SDMK tk daerah 

kab/kota yang 

ditingkatkan mutu dan 

kompetensinya = Σ (semua  

SDM Kesehatan yang 

teregistrasi dan memilki 

lisensi dan mengikuti 

Orang 700

Rasio dokter 

spesialis per 

satuan 

penduduk

Jumlah dokter 

spesialias (4 

dasar,3 penunjang) 

yang teregistrasi / 

jumlah penduduk 

Rasio dokter 

spesialis 

terhadap jumlah 

penduduk 

mengukur 

0,13 Pemberian Izin 

Praktik Tenaga 

Kesehatan di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

tenaga kesehatan 

yang memiliki izin 

praktik

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

mendapatkan 

rekomendasi ijin 

praktek

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

memiliki Surat  Ijin 

Praktek (SIP) 

dibandingkan jml 

DO : kumulatif 

tenaga kesehatan 

yang dinyatakan 

layak dan 

memenuhi syarat 

550 Pengendalian 

Perizinan 

Praktik Tenaga 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

Hasil 

Pengendalian 

Perizinan

 Praktik Tenaga 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengendalia

n Perizinan

Jumlah Dokumen 

Hasil 

Pengendalian 

Perizinan

 Praktik Tenaga 

Jumlah Dokumen = Σ 

(Semua Dokumen yang 

mencakup nakes yang 

memiliki SIP yang Telah 

Diselesaikan dan 

Dokumen 1

Rasio perawat 

per satuan 

penduduk

Jumlah perawat 

yang teregistrasi / 

jumlah penduduk 

X 1000

Rasio Perawat 

terhadap jumlah 

penduduk 

mengukur 

2,65 Dokumen 2

Rasio Bidan per 

satuan 

penduduk

Jumlah Bidan yang 

teregistrasi / 

jumlah penduduk 

X 1000

Rasio Bidan 

terhadap jumlah 

penduduk 

mengukur 

0,42

4. 

Meningkatn

ya 

kemampua

n 

pelayanan 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

 (Total Nilai 

Per Unsur / 

Total 

Responden) x 

Nilai 

Konversi

93 Program 

pemenuhan 

upaya kesehatan 

perorangan dan 

upaya kesehatan 

masyarakat

Meningkatnya 

standar 

pelayanan rumah 

sakit

Nilai Standar 

Pelayanan 

(SPM) rumah 

sakit

Nilai Rata Rata 

Persentase setiap 

jenis pelayanan : 

Target yang telah 

ditetapkan

76% Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah 

Terwujudnya 

penyediaan fasilitas 

pelayanan 

kesehatan lanjutan 

di Rumah Sakit 

Persentase faskes 

lanjutan dengan 

SPA kesehatan 

sesuai standar

((Jumlah faskes 

lanjutan yang 

terpenuhi SPA 

sesuai 

standar)¦(Jumlah 

total faskes lanjutan 

75  Pembangunan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya

Terbangunnya 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya

Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya yang 

Dibangun

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

yang Dibangun

Unit 1

Pembangunan 

Rumah Dinas 

Tenaga 

Kesehatan

Terbangunnya 

Rumah Dinas 

Tenaga 

Kesehatan

Jumlah 

Rumah Dinas 

Tenaga 

Kesehatan 

yang 

Jumlah Rumah 

Dinas Tenaga 

Kesehatan yang 

Dibangun

Unit 2

Rehabilitasi 

dan 

Pemeliharaan 

Rumah Sakit

Tersedianya 

Sarana, 

Prasarana dan 

Alat Kesehatan 

yang Telah 

Dilakukan 

Program 

Jumlah 

Sarana, 

Prasarana 

dan Alat 

Kesehatan 

yang Telah 

Dilakukan 

Jumlah Sarana, 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan yang 

Telah Dilakukan 

Program 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Oleh 

Unit 11

Pengadaan 

Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang 

Medik Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Tersedianya Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah Alat 

Kesehatan/Al

at Penunjang 

Medik 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

yang 

Jumlah Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan yang 

Disediakan

Unit 189

Pemeliharaan 

Rutin dan 

Berkala Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang 

Medik Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Terpeliharanya 

Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Layanan 

Kesehatan Sesuai 

Standar

Jumlah  Alat  

Kesehatan/Al

at  

Penunjang  

Medik

Fasilitas  

Layanan  

Kesehatan  

Jumlah  Alat  

Kesehatan/Alat  

Penunjang  Medik

Fasilitas  Layanan  

Kesehatan  yang  

Terpelihara Sesuai 

Standar

Unit 2

Pengembangan 

Rumah Sakit

Tersedianya 

Rumah sakit yang 

ditingkatkan  

sarana, 

prasarana, alat 

kesehatan  dan 

SDM agar sesuai 

Jumlah 

Rumah sakit 

yang 

ditingkatkan 

sarana, 

prasarana, 

alat 

Jumlah Rumah 

sakit yang 

ditingkatkan 

sarana, prasarana, 

alat kesehatan dan 

SDM agar sesuai 

standar jenis 

Unit 6

Pengadaan 

Obat, Bahan 

Habis Pakai, 

Bahan Medis 

Habis Pakai, 

Vaksin, 

Makanan dan 

Tersedianya Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis 

Pakai, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman  di 

Jumlah Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis 

Pakai, 

Vaksin, 

Makanan dan 

Jumlah Obat, 

Bahan Habis Pakai, 

Bahan Medis Habis 

Pakai, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman di 

Fasilitas 

Paket 3

Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

 Meningkatnya 

pelayanan 

kesehatan rujukan 

yang berkualitas 

bagi masyarakat

Rasio tempat tidur 

terhadap populasi

 ((Jumlah Tempat 

Tidur)¦(Jumlah 

Populasi))X1000

1,5 :1000 Pengelolaan 

Pelayanan 

Promosi 

Kesehatan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Promosi 

Kesehatan

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Pelayanan Promosi 

Kesehatan

Dokum

en

1

Jumlah Dokumen 

Hasil Pembinaan 

dan Pengawasan 

Tenaga Kesehatan 

serta Tindak 

Lanjut Perizinan 

Praktik Tenaga 

Kesehatan

Jumlah Dokumen = Σ 

(Semua Dokumen yang 

mencakup nakes yang 

memiliki SIP yang Telah 

Diselesaikan dan 

Disahkan)dan  dinyatakan 

layak dan memenuhi 

syarat oleh Dinas adalah data dan 

informasi hasil 

pengukuran 

kuantitatif dan 

kualitatif tentang 

tingkat kepuasan 

masyarakat 

terhadap pelayanan 

publik, yang 

membandingkan 

harapan dan 

kenyataan 

penerima layanan.

Sumber Data: 

Survei yang 

dilakukan terhadap 

pengguna layanan 

(pasien dan 

keluarga) baik 

rawat jalan maupun 

rawat inap 

berdasarkan UU No. 

25 Tahun 2009 

tetntang pelayanan 

publik, Peraturan 

Menteri PANRB No. 

14 Tahun 2017 

tentang Pedoman 

Penyusunan Survei 

Kepuasan 

SPM Rumah 

Sakit adalah 

ketentuan 

tentang jenis 

dan mutu 

pelayanan 

dasar yang 

merupakan 

urusan wajib 

daerah yang 

berhak 

diperoleh setiap 

warga secara 

minimal.

Sumber Data :  

data internal 

a. Persentase faskes 

lanjutan yang 

terpenuhi adalah 

Perbandingan 

antara jumlah 

faskes lanjutan 

yang memenuhi 

standar SPA 

dengan jumlah 

total faskes 

lanjutan yang 

dinilai dalam 

periode tertentu, 

yang dinyatakan 

dalam persentase.

b.  Faskes lanjutan 

adalah Fasilitas 

pelayanan 

kesehatan yang 

menyelenggarakan 

pelayanan 

kesehatan rujukan. 

Dalam konteks ini, 

faskes lanjutan 

umumnya merujuk 

pada rumah sakit, 

baik milik 

pemerintah 

maupun swasta.

c. Sarana (S) adalah 

Berbagai hal yang 

dapat digunakan 

untuk mendukung 

penyelenggaraan 

pelayanan 

kesehatan, seperti 

instalasi listrik, 

sistem air bersih, 

dan sistem sanitasi.

d. Prasarana (P) 

adalah Bangunan 

fisik faskes, a.  Rasio tempat 

tidur terhadap 

populasi adalah 

Angka yang 

menunjukkan 

jumlah tempat tidur 

yang tersedia di 

faskes per jumlah 

penduduk di 

wilayah tertentu.

b. Tempat Tidur 

(TT) adalah Unit 

tempat tidur yang 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Tenaga 

Kesehatan 

serta Tindak 

Lanjut 

Perizinan 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pembinaan 

dan Pengawasan 

Tenaga 

Kesehatan serta 

Tindak Lanjut 

Perizinan Praktik 

Tenaga 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Tenaga 

Kesehatan 



Operasional 

Pelayanan 

Rumah Sakit

Tersedianya 

Operasional 

Pelayanan 

Rumah Sakit

Jumlah 

Dokumen 

Operasional 

Pelayanan 

Rumah Sakit

Jumlah Dokumen 

Operasional 

Pelayanan Rumah 

Sakit

Dokum

en

11

Pelaksanaan 

Akreditasi 

Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kot

Terlaksananya 

Akreditasi 

Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

yang 

Terakreditasi 

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan yang 

Terakreditasi di 

Kabupaten/Kota

Unit 1

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi

Terselenggaranya 

sistem informasi 

kesehatan rujukan 

yang berkualitas

Persentase sistem 

informasi Kesehatan 

yang diintegrasikan 

dengan SIKN

((Jumlah SIK yang 

Terintegrasi dengan 

SIKNAS)¦(Jumlah 

Total SIK yang 

Diwajibkan 

a. Persentase 

sistem informasi 

kesehatan yang 

terintegrasi adalah 

Perbandingan 

94 Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Kesehatan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kesehatan

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Sistem 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kesehatan

Dokum

en

1

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 

C, D dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya mutu 

penyedia layanan  

kesehatan rujukan

Rasio rumah sakit 

per satuan 

penduduk 

((Jumlah Rumah 

Sakit)¦(Jumlah 

Populasi)) X 100

1 Peningkatan 

Tata Kelola 

Rumah Sakit 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Rumah Sakit dan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Jumlah 

Rumah Sakit 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tingkat 

Daerah 

Jumlah Rumah 

Sakit dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang Melakukan 

Unit 6

Peningkatan 

Mutu 

Pelayanan 

Fasilitas 

Kesehatan

Terlaksananya 

Peningkatan 

Mutu Pelayanan 

Fasilitas 

Kesehatan yang 

Dilakukan 

Pengukuran 

Jumlah 

Fasilitas 

Kesehatan 

yang 

Dilakukan 

Pengukuran 

Indikator 

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan yang 

Dilakukan 

Pengukuran 

Indikator Nasional 

Mutu (INM) 

Pelayanan 

Unit 1

Penyiapan 

Perumusan 

dan 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Terlaksananya 

Penyiapan 

Perumusan dan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penyiapan 

Perumusan 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyiapan 

Perumusan dan 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Dokum

en

1

Program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

manusia

Meningkatnya 

standar 

pelayanan rumah 

sakit

Persentase 

faskes yang 

terpenuhi 

named dan 

nakes sesuai 

standar

((Jumlah faskes 

yang terpenuhi 

tenaga medis dan 

kesehatan sesuai 

standar)¦(Jumlah 

total faskes yang 

dinilai)) X 100

a.      Fasilitas 

kesehatan 

adalah setiap 

tempat yang 

digunakan 

untuk 

menyelenggara

kan upaya 

48% Pengembangan 

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

tenaga kesehatan 

rumah sakit yang 

memiliki 

kompetensi teknis

Persentase Named 

Nakes yang 

ditingkatkan 

mutunya

((Jumlah Named 

Nakes yang telah 

ditingkatkan 

mutunya)¦(Jumlah 

total Named Nakes)) 

X 100%

a. Persentase 

Named Nakes yang 

ditingkatkan 

mutunya adalah 

Perbandingan 

antara jumlah 

Named Nakes yang 

telah mengikuti 

48% Pengembangan 

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Teknis Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Terlaksananya 

Pengembangan 

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Teknis Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Jumlah 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan 

Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/K

ota yang 

Jumlah Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang Ditingkatkan 

Mutu dan 

Kompetensinya

Orang 57

5. 

Optimalnya 

Tatakelola 

Dinas 

Kesehatan

Nilai SAKIP 

OPD 

Nilai SAKIP 

OPD 

berdasarkan 

hasil Review 

dari 

Inspektorat 

Kabupaten 

Nilai SAKIP OPD 

berdasarkan hasil 

Review dari 

Inspektorat 

Kabupaten 

Kepahiang

70-80 Program 

Pemenuhan 

Upaya 

Kesehatan 

Perorangan dan 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Terselenggaranya 

sistem informasi 

kesehatan yang 

berkualitas

Persentase 

fasilitas 

kesehatan yang 

terintegrasi 

dalam sistem 

informasi 

kesehatan 

Jumlah  fasilitas 

kesehatan yang 

terintegrasi dalam 

sistem informasi 

kesehatan nasional 

/ jumlah seluruh 

fasilitas kesehatan 

Sistem 

informasi yang  

dilaksanakan di 

fasilitas 

kesehatan  (14 

puskesmas) 

terintegrasi 

100% Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Standar Pelayanan 

Minimal Bidang 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

SPM

Jumlah Dokumen 

SPM

Dokumen SPM 1 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerapan 

SPM Bidang 

Kesehatan 

Kabupaten/Kot

a

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerapan SPM 

Bidang 

Kesehatan 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

dokumen 

hasil 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Penerapan 

Jumlah dokumen 

hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Penerapan SPM 

Bidang Kesehatan 

Kabupaten/Kota

Dokumen hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Penerapan SPM Bidang 

Kesehatan 

Kabupaten/Kota yaitu: 

laporan SPM tahun N: 4 

laporan (masing-masing 

Dokum

en 

4

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi

Terselenggaranya 

sistem informasi 

kesehatan secara 

terintegrasi

Jumlah Dokumen  

Sistem Informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi

Jumlah Dokumen  

Sistem Informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi

2 Dokumen  Sistem 

Informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi tdd:

1. Dok profil 

kesehatan: 1 dok;

2. Dok SIK: 1 dok

2 Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Kesehatan

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kesehatan

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kesehatan

6 Dokumen Hasil 

Pengelolaan Sistem 

Informasi Kesehatan 

meliputi:

1. Profil Tahun N-1: 2 

dokumen (1 dok lampiran 

profil dan 1 dok 

rancangan dokumen 

profil);

Dokum

en 

6

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

kualitas 

manajemen dan 

dukungan teknis 

Dinas Kesehatan

Persentase 

Kelengkapan 

Dokumen  

Perencanaan 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Jumlah Dokumen  

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang disusun 

Lengkap / Jumlah 

seluruh Dokumen  

Dokumen 

perencanaan 

dan evaluasi 

kinerja 

perangkat 

daerah yang 

disusun secara 

100% Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Terlaksananya 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang disusun

Dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang disusun 

meliputi:

10 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

Tersusunnya                        

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan     

Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan     

Perangkat Daerah

19 Dokumen 

Perencanaan     Perangkat 

Daerah meliputi:

1. Renja N+1: 4 dokumen 

(1 dok rancangan awal, 1 

dok rancangan, 1 dok 

rancangan akhir, dan 1 

Dokum

en 

19

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Terlaksananya 

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah   

Laporan   

Evaluasi   

Kinerja   

Perangkat 

Daerah

Jumlah   Laporan   

Evaluasi   Kinerja   

Perangkat Daerah

14 dokumen laporan 

evaluasi kinerja PD 

meliputi:

1. LKJIP tahun N-1: 1 dok;

2. Laporan evaluasi Renja 

tahun N: 4 laporan 

(masing-masing TW 1 

laporan);

3. Laporan evaluasi Renja 

sekretariat tahun N: 4 

laporan (masing-masing 

TW 1 laporan);

Lapora

n 

14

Persentase  

Kelengkapan 

Dokumen 

Kepegawaian, 

Keuangan dan 

Administrasi 

Umum 

Jumlah Dokumen 

Kepegawaian, 

Keuangan dan 

Administrasi 

Umum yang 

disusun lengkap / 

jumlah seluruh 

Dokumen 

Kepegawaian, 

Keuangan dan 

Administrasi 

Umum x 100

Jumlah 

Dokumen 

Keuangan 2

Jumlah 

Dokumen 

Kepegawaian 2

Jumlah 

Dokumen BMD 

2

Jumlah 

Dokumen 

Administrasi 

Umum 6

100% Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD

Tersedianya 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja  SKPD 

dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD yaitu 4 

laporan pembayaran 

honorarium pejabat 

pengelolaan keuangan 

yang disusun per triwulan

Lapora

n 

4

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

administrasi 

keuangan 

perangkat daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

1. Laporan 

Keuangan Audited

2. Laporan TLHP 

BPK 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triw

ulanan/ 

Semesteran 

SKPD

Tersedianya 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwula

nan/Semesteran  

SKPD dan 

Laporan  

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwula

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan

an/Semesteran  

SKPD

Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran  SKPD yaitu :

1. 12 laporan LRA bulanan

2. 4 Laporan LRA Triwulan

3. 2 Laporan LRA 

semestera

Lapora

n 

18

Pengelolaan 

dan Penyiapan 

Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

Tersedianya 

Dokumen Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan dan 

tindak lanjut 

pemeriksaan

Jumlah 

DokumenBah

an 

Tanggapan 

Pemeriksaan 

dan tindak 

lanjut 

pemeriksaan

Jumlah Dokumen 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

laporan hasil tindak lanjut 

pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan 

(TLHP BPK RI) Dokum

en

1

Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Tersedianya Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Jumlah    

Orang    yang    

Menerima    

Gaji    dan

Tunjangan 

ASN

Jumlah    Orang    

yang    Menerima    

Gaji    dan

Tunjangan ASN

Orang    yang    Menerima    

Gaji    dan Tunjangan ASN 

sebanyak :

(651 orang PNS + 485 

orang PPPK) + estimasi 

penambahan pegawai 

karena adanya rekrutmen 

Orang 

1158

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

administrasi barang 

milik daerah pada 

perangkat daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

2 Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah SKPD

Terlaksananya 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Jumlah 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah  Laporan  

Penatausahaan  

Barang  Milik

Daerah pada SKPD

Laporan  Penatausahaan  

Barang  Milik

Daerah pada SKPD yaitu 

dokumen perencanaan 

jumlah kebutuhan barang 

milik daerah

Dokum

en

1

Pembinaan, 

Pengawasan, 

dan 

Pengendalian 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Terlaksananya 

Pembinaan, 

Pengawasan, dan 

Pengendalian 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pembinaan, 

Pengawasan,

dan  

Pengendalia

n  Barang  

Jumlah Laporan 

Hasil Pembinaan, 

Pengawasan,

dan  Pengendalian  

Barang  Milik  

Daerah  pada SKPD

Laporan Hasil Pembinaan, 

Pengawasan,

dan  Pengendalian  

Barang  Milik  Daerah  

pada SKPD laporan hasil 

monitoring aset

Lapora

n 

1

a.  Rasio rumah 

sakit per satuan 

penduduk adalah 

Angka yang 

menunjukkan 

jumlah rumah sakit 

yang tersedia di 

suatu wilayah per 

jumlah penduduk 

di wilayah tersebut.

b.   Rumah sakit 

adalah Sarana 

kesehatan yang 

menyelenggarakan 

pelayanan 

kesehatan 

perorangan yang 

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah 

yang meliputi :

1. laporan 

pengawasan dan 

pembinaan aset

2. laporan 

penatausahaan aset

a.  Rasio tempat 

tidur terhadap 

populasi adalah 

Angka yang 

menunjukkan 

jumlah tempat tidur 

yang tersedia di 

faskes per jumlah 

penduduk di 

wilayah tertentu.

b. Tempat Tidur 

(TT) adalah Unit 

tempat tidur yang 



Rekonsiliasi 

dan 

Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Terlaksananya 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 

Laporan Barang 

Milik Daerah 

pada SKPD

Jumlah 

Laporan 

Rekonsiliasi 

dan 

Penyusunan 

Laporan 

Barang Milik 

Jumlah Laporan 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 

Laporan Barang 

Milik Daerah pada 

SKPD

Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD

4 laporan rekonsiliasi 

triwulan (aplikasi 

persediaan dan SIPPAT 

Lapora

n 

1

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Terlaksananya 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Jumlah  

Laporan  

Penatausaha

an  Barang  

Milik

Daerah pada 

SKPD

Jumlah  Laporan  

Penatausahaan  

Barang  Milik

Daerah pada SKPD

Laporan  Penatausahaan  

Barang  Milik

Daerah pada SKPD

1. Pemusnahan BMD

2. Pemindahtanganan 

BMD

Lapora

n 

1

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

2 Pendataan      

dan      

Pengolahan      

Administrasi

Kepegawaian

Terlaksananya 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah 

Dokumen 

Pendataan 

dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

Selama 1 tahun ada 8 

dokumen dengan rincian 

1 triwulan 2 dokumen 

Pendataan dan 

Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian meliputi, 

Dokum

en

8

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

dan 

Pelaksanaaa

n Sistem 

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi 

dan Pelaksanaaan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian

Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

yaitu 1 laporan koordinasi 

tentang sistem 

kepegawaian

Dokum

en

1

Monitoring, 

Evaluasi, dan 

Penilaian 

Kinerja 

Pegawai

Terlaksananya 

Monitoring, 

Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah 

Dokumen 

Monitoring, 

Evaluasi, dan 

Penilaian 

Kinerja 

Pegawai

Jumlah Dokumen 

Monitoring, 

Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai

Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai yaitu 1 

dokumen rekapitulsasi 

penilaian kinerja (SKP)

Dokum

en

1

Pendidikan 

dan Pelatihan 

pegawai 

berdasarkan 

tugas dan 

fungsi

Terlaksananya 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan 

dan 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

yaitu Diklat PIM III untuk 

Eselon 3 ( Kabid Yankes, 

Kabid Binkesmas, dan 

Kabid P2P)

Orang 

3

Bimbingan 

Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Terlaksananya 

Bimbingan 

Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Jumlah 

Orang yang 

Mengikuti 

Bimbingan 

Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-

Undangan yaitu pegawai 

yang mengikuti bimtek di 

sekretariat, ada 19 orang 

di Subbag KKU, dan 4 

Orang 

23

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

1 Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Tersedianya 

Komponen 

instalasi Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah         

Paket  

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Pener

angan    

Jumlah         Paket  

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n    Bangunan    

Kantor    yang 

Paket  Komponen         

Instalasi 

Listrik/Penerangan    

Bangunan    Kantor    yang 

Disediakan yaitu gedung 

dinkes dan gudang 

paket 1

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah    

Paket    

Peralatan    

dan    

Jumlah    Paket    

Peralatan    dan    

Perlengkapan 

Kantor yang 

Paket    Peralatan    dan    

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan:

1. WIFI;

Paket 1

Penyediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga

Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah  

Paket  

Peralatan  

Rumah  

Jumlah  Paket  

Peralatan  Rumah  

Tangga yang 

Disediakan

Paket  Peralatan  Rumah  

Tangga yang Disediakan 

(MOU dengan pihak 

ketiga)

Paket 1

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

Tersedianya 

Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah   

Paket   Bahan   

Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan

Jumlah   Paket   

Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan

Paket   Bahan   Logistik   

Kantor   yang Disediakan

1. ATK

2. Makmin rapat/tamu

3. Makmin jamuan tamu

paket 1

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

1. Cetak Buku yang 

bersangkutan resepsionis

paket 1

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan

Tersedianya 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah 

Dokumen 

Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang 

Disediakan

1. Paket Surat Kabar

Dokum

en 

1

Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Rapat  Koordinasi  

dan  Konsultasi 

SKPD

Jumlah      

Laporan 

Penyelenggar

aan      Rapat

Koordinasi 

Jumlah      Laporan 

Penyelenggaraan      

Rapat

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD yaitu 

laporan penyelenggaran 

rakor 

Lapora

n 

1

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 

pada SKPD

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Rapat  Koordinasi  

dan  Konsultasi 

SKPD

Jumlah 

Dokumen 

Penatausaha

an Arsip 

Dinamis pada 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 

pada SKPD

Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

(Arsip Manual dan 

Elektronik Srikandi)

Dokum

en

1

1 Pengadaan 

Mebel

Tersedianya 

Mebel

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan

Paket Mebel yang 

Disediakan yaitu Meja, 

Kursi, Lemari Arsip, dll

Unit N/A

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Tersedianya 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Disediakan

Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

1. Laptop

2. Komputer/PC

5 5

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan yaitu 

gedung Dinkes dan PSC

2 2

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Dokumen 

penyediaan jasa 

surat menyurat + 

jasa komunikasi, 

1 Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah     

Laporan     

Penyediaan     

Jasa     Surat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan     Jasa     

Surat Menyurat

Laporan     Penyediaan     

Jasa     Surat Menyurat 

yaitu penyedian 

pembelian materai dan 

Lapora

n 

1

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah  

Laporan  

Penyediaan  

Jasa  

Komunikasi, 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Laporan  Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan

Lapora

n 

1

Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan Seperti 

Jasa

1. Honorarium tenaga 

penjaga kantor, pramusaji, 

Lapora

n 

1

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Dokumen  

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Dokumen  

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Dokumen 

pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah mencakup: 

1 Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 

Jabatan yang 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajaknya

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan 

Pajaknya yaitu :

2 kendaraan dinas kadis

4 kendaraan dinas eselon 

Unit 6

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

yang 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya yaitu 

Kendaraan Operasional 

roda 2 dan roda 4

Unit 29

Pemeliharaan 

Mebel

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Mebel

Jumlah 

Mebel yang 

Dipelihara

Jumlah Mebel 

yang Dipelihara

1 Paket Jumlah mebel 

yang dipelihara seperti :

- Meja

- Kursi

Unit 1

Jumlah Dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

meliputi :

1 dokumen 

pendataan dan 

pengelolaan 

kepegawaain (yang 

meliputi dokumen 

administrasi 

pegawai, jumlah 

pegawai yang 

mengikuti 

DIKLAT,dan 

mengikuti BIMTEK)

2. dokumen hasil 

koordinasi dan 

pelaksanaan 

SIMPEG dan 

1 Dokumen 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

mencakup:

a. Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

b. Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

c. Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

logistik kantor

d. Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

e. Penyediaan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Dokumen 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang urusan 

Pemerintah Daerah



Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah   

Peralatan   

dan   Mesin   

Lainnya   

yang 

Jumlah   Peralatan   

dan   Mesin   

Lainnya   yang 

Dipelihara

Peralatan   dan   Mesin   

Lainnya   yang Dipelihara

1. Laptop

2. Komputer/PC

3. printer

Unit 5

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung 

Kantor dan 

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

yaitu gedung dinkes dan 

Unit 2

 

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan

Lainnya

Jumlah 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Di

rehabilitasi

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

yaitu sarana dan 

prasarana dinkes dan PSC

Unit 2
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